
 

 

 

 

 

 

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU 

PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN 

OLEH ADVOKAT 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh: 

 

AULIYA BESTGATI 

NPM 2212011465 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU 

PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN  

OLEH ADVOKAT 

 

Oleh 

AULIYA BESTGATI 

 

Kekosongan regulasi yang tunggal dan spesifik mengenai penghinaan terhadap 

pengadilan, yang secara fundamental memicu konflik hak yang tak terselesaikan 

antara wibawa institusi peradilan (diprioritaskan Hakim) dan hak imunitas Advokat 

sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini membebani jalur pidana 

dengan perkara yang seharusnya diselesaikan secara etik, dan pada akhirnya 

mengancam integritas serta independensi peradilan. Berdasarkan hal tersebut, 

rumusan masalah dalam penelitian ini penegakan hukum pidana pelaku penghinaan 

terhadap pengadilan oleh Advokat dan faktor penghambat yang memengaruhi 

penegakan hukum pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung 

yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini 

terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan 

Negeri Tanjung Perak, RHS & Partners Law Firm, DPC Peradi Bandar Lampung, 

serta Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis 

data secara deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa penegakan hukum terdiri dari 

3, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam tahap aplikasi penegakan 

hukum pidana penghinaan terhadap pengadilan, kejaksaan (JPU) sebagai dominus 

litis dihadapkan untuk melakukan konstruksi hukum menggabungkan KUHP lama, 

KUHP Nasional, dan interpretasi PERMA No. 6 Tahun 2020 guna membuktikan 

niat jahat (mens rea) advokat dengan hak imunitasnya agar penuntutan tidak 

dianggap kriminalisasi profesi. Sementara itu, hakim pelapor terhambat oleh 

ketiadaan summary power untuk menjatuhkan sanksi langsung dan sebagai hakim 

pemutus harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan 

saat menafsirkan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar 

hukum, sehingga menyebabkan tahap aplikasi penindakan hukum menjadi lambat, 

tidak konsisten, dan kurang efektif dalam menjamin wibawa pengadilan. Faktor 

penghambat terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, 

sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Namun yang paling dominan  
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adalah ketiadaan undang-undang penghinaan terhadap pengadilan yang tunggal dan 

spesifik. 

 

Legislasi ini secara langsung memicu konflik hak yang mendasar antara wibawa 

Hakim dengan hak imunitas advokat, diintensifkan oleh faktor penegak hukum 

berupa kehilangan summary power pada hakim dan kesulitan faktor hukum dalam 

pembuktian mens rea pidana oleh jaksa. Kelemahan ini diperburuk oleh minimnya 

faktor sarana pembuktian teknologi dan tekanan faktor masyarakat serta 

kebudayaan yang menoleransi perilaku konfrontatif, sehingga secara kolektif 

mengakibatkan tingginya disparitas putusan dan menciptakan lingkungan permisif 

yang membuat advokat pelaku penghinaan terhadap pengadilan luput dari 

pertanggungjawaban pidana yang proporsional. 

 

Adapun saran dari penelitian ini, disarankan agar Presiden dan DPR segera 

merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang khusus tentang penghinaan 

terhadap pengadilan yang komprehensif. Undang-undang ini sebaiknya secara 

tegas mendefinisikan kapan hak imunitas advokat gugur, yaitu jika tindakan mereka 

terbukti memenuhi unsur pidana kesengajaan (mens rea) dan tidak terkait dengan 

pembelaan klien, serta memberikan hakim kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

awal (summary power) yang terukur dan proporsional, sehingga efek jera dapat 

segera tercapai (in facie curiae). 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penghinaan terhadap Pengadilan, Advokat. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST 

CONTEMPT OF COURT COMMITTED BY LEGAL COUNSEL 

By 

AULIYA BESTGATI 

The absence of a single, specific regulation concerning Contempt of Court 

fundamentally triggers an unresolved conflict of rights between the authority of the 

judicial institution (prioritized by the Judge) and the Advocate's immunity right 

(Article 16 of the Advocate Law), thereby creating legal uncertainty, burdening the 

criminal justice system with cases that should be resolved ethically, and ultimately 

threatening the integrity and independence of the judiciary. Based on this, the 

research questions in this study are the enforcement of criminal law against 

perpetrators of Contempt of Court by Legal Counsel and the inhibiting factors 

affecting the enforcement of Contempt of Court by Legal Counsel. 

This study uses a normative juridical approach supported by empirical juridical 

methods, utilizing applicable statutory regulations, literature study, and interviews 

with resource persons from the Gedong Tataan District Court Judge, Tanjung 

Perak District Prosecutor, RHS & Partners Law Firm, DPC PERADI Bandar 

Lampung, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of 

Lampung. Data analysis is conducted descriptively qualitative. 

The results of the study and discussion show that law enforcement consists of three 

stages, namely formulation, application, and execution. In the application stage of 

enforcing the criminal offense of Contempt of Court, the Public Prosecutor (JPU), 

as dominus litis, is required to construct a legal framework that combines the old 

Criminal Code (KUHP), the new National Criminal Code, and the interpretation 

of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 6 of 2020 in order to prove the 

advocate’s intent (mens rea) despite the presence of professional immunity, so that 

prosecution is not perceived as criminalizing the profession. Meanwhile, the 

reporting judge is hindered by the absence of summary power to impose immediate 

sanctions, and as the adjudicating judge must face legal uncertainty and disparities 

in sentencing when interpreting the boundary between legitimate criticism and 

unlawful contempt, resulting in a slow, inconsistent, and less effective application 

of sanctions in maintaining the authority of the court. The inhibiting factors consist 

of five components: statutory factors, law enforcement factors, facilities and 

infrastructure, community factors, and cultural factors. However, the most 

dominant constraint is the absence of a unified and specific Contempt of Court 

statute. This legislation directly triggers a fundamental conflict of rights between 

the authority of judges and the immunity rights of advocates. This conflict is  
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intensified by law-enforcement factors, including the loss of summary power on the 

part of judges and the legal difficulties faced by prosecutors in proving the criminal  

mens rea of advocates. These weaknesses are further exacerbated by the limited 

availability of technological evidence-gathering tools and by social and cultural 

pressures that tend to tolerate confrontational behavior in court. Collectively, these 

conditions result in a high level of sentencing disparity and create a permissive 

environment in which advocates who commit Contempt of Court often evade 

proportional criminal accountability. 

 

The recommendations of this study suggest that the President and the House of 

Representatives (DPR) should promptly formulate and enact a comprehensive law 

on Contempt of Court. This law should explicitly define the circumstances under 

which an attorney’s immunity is waived, namely when their actions are proven to 

meet the elements of intentional criminal conduct (mens rea) and are unrelated to 

client defense. Additionally, the law should grant judges the authority to impose 

early sanctions (summary power) in a measured and proportional manner, 

ensuring that an immediate deterrent effect (in facie curiae) is achieved. 

Keywords: Law Enforcement, Contempt of Court, Advocate. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU 

PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN 

OLEH ADVOKAT 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh: 

AULIYA BESTGATI 

 

 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

 

 

Pada 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 
 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Auliya Bestgati, lahir di Dusun 

Pringgodani, pada tanggal 6 Mei 2003. Penulis merupakan 

anak ke-empat dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan 

Pendidikan formal 12 tahun, pada Tingkat Taman Kanak 

(TK) Istiqomah GUPPI,  Lampung Utara selesai pada tahun 

2009, kemudian masuk pada tingkat di Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) 02 Wonomarto, Lampung Utara selesai pada 

tahun 2015, selanjutnya masuk pada Tingkat menengah di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 06 Kotabumi, Lampung Utara selesai 

pada tahun 2018, pada Tingkat atas bersekolah di Sekolah Menengah Atas  (SMA) 

Kebangsaan, Lampung Selatan selesai pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 

penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 

program Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif 

mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran di dalam kampus atau di luar 

kampus serta mengikuti perlombaan nasional. Salah satunya organisasi yang aktif 

diikuti yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti 

program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Unila di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Banyak, selama 40 hari 

pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. 

  



 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” 

(Q.S. Ar-Rum:60) 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.” 

(Umar Bin Khattab) 

 

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang 

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan 

perasaanmu sebagai manusia.” 

(Baskara Putra - Hindia) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Peradilan merupakan peran utama yang dijalankan oleh pengadilan, di mana 

pengadilan sendiri adalah institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi 

peradilan tersebut. Tugas mendasar dari badan peradilan adalah mengkaji, 

mengadili, dan menuntaskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

Lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang 

berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi 

lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang 

memeriksa dan memutus perkara harus mendapatkan perlindungan dan jaminan 

keamanan.1 Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, ialah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, 

menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya 

hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal.2 

Pengadilan dianggap suci serta membutuhkan aparatur-aparatur yang menjunjung 

tinggi kesucian tersebut. Pengrusakan terhadap marwah pengadilan biasa disebut 

penghinaan terhadap pengadilan. Pengadilan juga berarti proses mengadili; 

keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika 

 
1 Jesice Fanita, “Permohonan Kasasi Pada Kasus Contempt of Court”. Jurnal verstek 2, no. 3 (2025), 

hlm. 7. 
2 Budi Syahrizal, Peradilan di Indonesia (Jakata: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 9. 
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mengadili perkara.3 Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 Ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang 

menggantikan dan menegaskan kembali jaminan keamanan) bahwa “Hakim dan 

Hakim Konstitusi wajib diberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan tanpa 

mengurangi kemandirian hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya”.  Lebih lanjut, definisi penghinaan terhadap pengadilan juga 

diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung, yang mengatur bahwa segala perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau 

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan 

kehormatan badan peradilan dikenal sebagai penghinaan terhadap pengadilan. 

Penghinaan terhadap pengadilan adalah setiap perbuatan yang dianggap 

mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan 

pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau 

martabatnya.4 Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja 

menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan 

atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang 

dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah. 

Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara 

khusus mengenai penghinaan terhadap pengadilan. Sejauh ini hanya ada satu 

Undang-Undang yang mengatur dan membahas tentang pengertian penghinaan 

terhadap pengadilan, yaitu yang tertuang pada Undang –Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung. Pertama kali ditemukan aturan mengenai 

penghinaan terhadap pengadilan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4, yang menentukan:5 

“..........Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang 

sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan 

 
3 Risman, “Contempt of Court yang Dilakukan oleh Penegak Hukum,” Lex Administratum 8, (2020), 

hlm.4. 
4Suyit Trisna, “Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di 

Indonesia/Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models in Indonesia,” Jurnal Hukum dan 

Peradilan 7, no. 3 (2022): hlm. 441–458. 
5Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4958. 
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keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang 

yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau 

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan 

kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court” “. 

Pentingnya regulasi ini tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga 

untuk memberikan kepastian dan efek jera terhadap perilaku yang mengganggu 

jalannya proses hukum. Namun, paradoksnya, bersamaan dengan diperkenalkannya 

terminologi penghinaan terhadap pengadilan, definisinya dalam konteks undang-

undang di Indonesia seringkali disempitkan menjadi sekadar pengawasan terhadap 

Advokat, seolah-olah penegakan utamanya hanya ditujukan kepada profesi ini. Hal 

ini disebabkan karena, secara de jure, pengertian penghinaan terhadap pengadilan 

cenderung terbatas pada pengawasan terhadap perilaku Advokat di dalam dan di 

luar persidangan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi 

yang berpotensi menyentuh ranah penghinaan terhadap pengadilan.6  

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada butir 

4 alinea ke-4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat 

Keputusan Bersama Nomor : M.03-PR08. 5 Tahun 1987 tentang Pengawasan, 

Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan terbitnya Surat 

Keputusan Bersama ini, maka tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu telah 

dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni dituangkan dalam 

bentuk undang-undang. Surat Keputusan Bersama ini hanya mengatur tentang 

penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh advokat saja. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang penghinaan 

terhadap pengadilan menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum Tahun 2002. 

Sampai saat ini Indonesia belum ada defenisi yang dapat diterima umum apakah 

 
6 Posani Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi 

(Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 17. 
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sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam 

penghinaan terhadap pengadilan.7 Pada dasarnya, secara umum bentuk dari 

perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan, yaitu:  

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in court);  

2. Tidak menaati perintah-perintha pengadilan (Disobeying Court Orders);  

3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court);  

4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice); 

5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara 

pemberitahuan atau publikasi (Sub-Justice Rule). 

Pengaturan penghinaan terhadap pengadilan dalam hukum positif (ius 

contitutum/ius operatum) Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa pasal. Beberapa pasal yang termasuk dalam 

penghinaan terhadap peradilan tersebut yaitu Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 

211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 KUHP.8 Namun, dalam KUHP 

Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan penghinaan 

terhadap pengadilan secara spesifik dan lebih terintegrasi ditemukan dalam Bab VI 

tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, khususnya pada Pasal 278 hingga 

Pasal 293.  

Aturan ihukum imengenai ipenghinaan iterhadap ipengadilan iyang imasih iminim idi 

iIndonesia iseringkali imembuat imaknanya idiartikan iterlalu iluas idan ikurang itepat. 

iApabila idiidentifikasikan imenjadi ibeberapa ikelompok ipenghinaan iterhadap 

ipengadilan idi iIndonesia idapat iberdasarkan ipenyebab iterjadinya imenjadi i3, iyaitu:9 

1. Penghinaan iterhadap iPengadilan iyang iberhubungan idengan ipelanggaran 

iUndang-Undang; 

2. Penghinaan iterhadap iPengadilan iyang iberhubungan idengan ipelanggaran itata 

itertib ipersidangan; i 

3. Penghinaan iterhadap iPengadilan iyang iberhubungan idengan ipelanggaran ikode 

ietik idari iaparat ipenegak ihukum. 

 
7 N. L. Musyafaah, S. Warjiyati, dan H. Syafaq, “Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif 

Hukum Islam,” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 7, no. 2 (2021): hlm. 283–302. 
8 S. Nugroho, R. B. Sularto, dan B. Wisaksono, “Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court 

Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2023): hlm. 1–

16. 
9

 iN. iR. iPratiwi, iRidwan, idan iReine iRofiana, i“Pertanggungjawaban iPidana iterhadap iAparat iPenegak 

iHukum iatas iPenundaan idalam iProses iPeradilan iPidana iTindak iPidana iKorupsi iKasus iPT iKrakatau 

iSteel i(Studi iHukum iPutusan iPengadilan iNegeri iSerang),” iRiau iLaw iJournal i8, ino. i1. ihlm. i95–112. 
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Implikasi idari iketentuan idi iatas ibelum isepenuhnya iterealisasikan. iKekuasaan 

ikehakiman iyang imenyelenggarakan iperadilan irentan iterhadap ipraktik ipenghinaan 

iterhadap ipengadilan iyang imerendahkan iinstitusi itersebut. iKurangnya ikepercayaan 

ipublik i(public itrust) iterhadap idunia iperadilan imerupakan iakar idari ipermasalahan 

itimbulnya itindakan ipenghinaan iterhadap ipengadilan. iKrisis ikepercayaan ipublik iini 

isangat iberpengaruh iterhadap iintegritas idan ikewibawaan iperadilan isebagai ibenteng 

iterakhir iuntuk imendapatkan ikeadilan. iAdapun ibeberapa ikasus ipenghinaan iterhadap 

ipengadilan iyang ipernah iterjadi idi iIndonesia: 

1. Kasus iPengacara iTomy iWinata idan iDesrizal iChaniago10 

Pengacara iTomy iWinata isaat iitu, iDesrizal iChaniago, imenyerang idua ihakim 

idalam ipersidangan idi iPN iJakarta iPusat, iKamis i18 iJuli i2019. iSerangan 

idilakukan imenggunakan iikat ipinggang idi itengah ipersidangan. iPenyerangan 

iterjadi idi itengah imajelis ihakim imembacakan iputusan iperkara igugatan 

iwanprestasi iyang idiajukan iTomy. iTergugat iadalah iPT iGeria iWijaya iPrestige, 

iHarijanto iKarjadi, iHermanto iKarjadi, iHartono iKarjadi, iPT. iSakautama iDewata, 

iserta iFireworks iVentures iLimited. iPerkara itersebut iteregistrasi idi iPN iJakarta 

iPusat idengan iNomor i223/Pdt.G/2018/PN iJkt.Pst. iPengacara iTomy iWinata, 

iDesrizal, imendadak imenyerang ihakim imenggunakan iikat ipinggangnya. iKetua 

imajelis ihakim iSunarso iterluka ipada idahi ikarenanya. iSabetan ijuga imengenai 

iseorang ianggota imajelis ihakim. iUsai ikejadian iitu, iDesrizal ilangsung idiamankan 

ioleh ipetugas ikeamanan iPN iJakarta iPusat. iDesrizal iChaniago ilalu ididakwa ipasal 

ipenganiayaan iterhadap idua iMajelis iHakim idi iPN iJakarta iPusat itersebut idan 

idivonis ienam ibulan ipenjara ioleh imajelis ihakim. iVonis iitu ilebih iringan idari 

ituntutan ijaksa ipenuntut iumum, iyakni idelapan ibulan ipenjara. 

2. Kasus iRazman iNasution idan iFirdaus iOiwobo11 

Kasus iRazman iNasution idan iFirdaus iOiwobo. iKeduanya imembuat ikegaduhan 

idi iPN iJakarta iUtara ipada iKamis, i6 iFebruari i2025 idalam isidang ikasus 

ipencemaran inama ibaik idi imana iRazman iduduk isebagai iterdakwa. iKegaduhan 

iitu iviral isetelah ivideonya idiunggah ioleh iHotman iParis iHutapea, ipihak iyang 

imelaporkan iRazman. iPembekuan iberita iacara isumpah iadvokat iRazman 

itertuang idalam isurat ipenetapan iyang idikeluarkan iKetua iPengadilan iTinggi 

iAmbon iAroziduhu iWaruwu ipada iSelasa, i11 iFebruari i2025. iPada ihari iyang 

isama, iKetua iPengadilan iTinggi iBanten iSuharjono ijuga imengeluarkan isurat 

ipenetapan ipembekuan iberita iacara isumpah iadvokat iFirdaus iOiwobo. iSelain 

 
10https://kumparan.com/kumparannews/eks-pengacara-tomy-winata-divonis-6-bulan-penjara-

karena-pukul-2-hakim-

1sSfAJ3J6Cu#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20%28PN%29%20Jakarta%

20Pusat%2C%20menjatuhkan,Jakpus%2C%20Sunarso%20dan%20Duta%20Baskara%2C%20den

gan%20ikat%20pinggang. iDiakses ipada i1 iMaret i2025 
11https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-

bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-

%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%

20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat. iDiakses ipada i1 iMaret 

i2025. iDiakses ipada i1 iMaret i2025. 

https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat
https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat
https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat
https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat
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isumpahnya idibekukan, iRazman iNasution ijuga idilaporkan ike iBareskrim iPolri 

ioleh iPengadilan iNegeri iJakarta iUtara. iRazman idilaporkan ikarena idinilai 

imelanggar iPasal i335 iKUHP itentang iperbuatan itidak imenyenangkan, iPasal i207 

iKUHP itentang ipenghinaan ibadan ihukum, idan iPasal i217 iKUHP itentang 

imembuat igaduh idi iruang isidang. 

Kasus-kasus iyang idisebutkan idi iatas ihanya imewakili idari isekian ibanyaknya ikasus-

kasus iyang imarak iterjadi idi iIndonesia, imulai idari iperintangan ipenyidikan ihingga 

itindakan ikekerasan idan ikegaduhan idi iruang isidang. iMeskipun ibeberapa ikasus, 

iseperti iFredrich iYunadi, iLucas, idan iLambertus iPalang iAma, itelah isampai ipada 

iputusan ipengadilan idengan ivonis ipidana, ipertanyaan ikrusial imuncul imengenai 

isanksi ipidana iyang idijatuhkan itampaknya ibelum imampu imenciptakan iefek ijera 

iyang isignifikan iterhadap ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan ilainnya. iKasus-

kasus iyang ilebih ibaru, iseperti ipenyerangan ihakim ioleh iAdvokat iDesrizal iChaniago 

iatau ikegaduhan iyang idibuat ioleh iAdvokat iRazman iNasution idan iFirdaus iOiwobo, 

isemakin imemperkuat idugaan ibahwa ipenegakan ihukum ipenghinaan iterhadap 

ipengadilan ibelum ioptimal idalam i imencegah iterulangnya itindakan iserupa. iOleh 

ikarena iitu, ipenegakan ihukum imengenai ipenghinaan iterhadap ipengadilan isudah 

imenjadi isuatu iurgensi iyang isangat iperlu idiatur isecara itegas idalam isistem iperadilan 

ipidana idi iIndonesia.12
 iKasus itersebut imenjadi ijelas ibahwa iterdapat iinefektivitas 

isignifikan ipada isanksi ipidana idalam i imenciptakan iefek ijera iterhadap iperilaku 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan idi iIndonesia. iKetiadaan iundang-undang 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan iyang ikomprehensif, iseperti iyang ibanyak idimiliki 

inegara ilain, ibisa ijadi imerupakan isalah isatu ipenyebab iinkonsistensi idalam 

ipenanganan ikasus idan iminimnya iefek ijera. iKemudian ifaktor-faktor iyang 

imemengaruhi iputusan ihakim, iseperti ipertimbangan iyang imeringankan iatau 

iberatnya ituntutan ijaksa, iyang ipada iakhirnya idapat imemengaruhi ivonis iakhir idan 

ipersepsi ipublik iterhadap ipenegakan ihukum ipenghinaan iterhadap ipengadilan. 

iAkibatnya, ihal iini iberpotensi imengikis ikewibawaan idan iintegritas iperadilan isebagai 

ibenteng iterakhir ipencari ikeadilan. 

Salah isatu iprofesi iyang imemiliki iperan isentral idalam isistem iperadilan idan isering ikali 

iterlibat idalam ikasus ipenghinaan iterhadap ipengadilan iadalah iadvokat. iBerdasarkan 

 
12

 iR. iWahidy, i“Implementasi iContempt iof iCourt idalam iTeori iSistem iHukum iPidana iIndonesia,” iAl-

Mashlahah: iJurnal iHukum iIslam idan iPranata iSosial i11, ino. i1 i(2023), ihlm. i107–126. 



7 

 

iPasal i1 iangka i1 iUndang-Undang iNomor i18 iTahun i2003 itentang iAdvokat, iyang 

idimaksud idengan i“Advokat iadalah iorang iyang iberprofesi imemberi ijasa ihukum, ibaik 

idi idalam imaupun idi iluar ipengadilan iyang imemenuhi ipersyaratan iberdasarkan 

iketentuan iUndang-Undang iini”. iAdvokat iialah isarjana iyang iberlatar ibelakang 

ipendidikan itinggi ihukum idan isetelah imengikuti ipendidikan ikhusus iprofesi iAdvokat 

iyang idilaksanakan ioleh iOrganisasi iAdvokat. i 

Luhut iM. iP imengatakan ibahwa iAdvokat iitu ipadanan idari ikata iAdvocaat i(Belanda) 

iyakni iseseorang iyang itelah iresmi idiangkat iuntuk imenjalankan iprofesinya isetelah 

imemeroleh igelar imeester iin ide irechten i(Mr.). iAkar ikata iAdvokat iberasal idari ikata 

ilatin iyang iberarti imembela. iDalam iPasal i1 ibutir i13 iKUHAP imenentukan, i“Penasihat 

iHukum iadalah iseorang iyang imemenuhi isyarat iyang iditentukan iatau iberdasar 

iundang-undang iuntuk imemberi ibantuan ihukum”. iSedangkan ibantuan ihukum iadalah 

ijasa ihukum iyang idiberikan iAdvokat isecara icuma-cuma iklien iyang itidak imampu. 

iAdvokat ijuga imemiliki ikode ietik iyang iharus iditaati idi imana iapabila idilanggar, imaka 

iAdvokat itersebut iakan imendapatkan isanksi iatas iperbuatan iyang idilakukannya. 

iMeski itelah imemiliki ikode ietik idan isanksinya, imasih ibanyak iadvokat iyang 

imelakukan ipelanggaran. iDalam imenjalankan itugas imendampingi iKlien idi 

ipersidangan iuntuk imencari ikeadilan, iada isaja ioknum iadvokat iyang imelakukan 

ipelanggaran ibahkan imelakukan itindak ipidana iterhadap imarwah ipengadilan. iDi 

imana idapat imengganggu ijalannya iperadilan iatau isering idisebut ipenghinaan 

iterhadap ipengadilan, iyang isampai isaat iini ibelum iada iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan iyang imengaturnya. iBerdasarkan ihal-hal iyang itelah idiuraikan 

idi iatas, ipenulis itertarik imengadakan ipenelitian idengan imengangkat ijudul i“Analisis 

iYuridis iPenegakan iHukum iPidana iPelaku iPenghinaan iTerhadap iPengadilan ioleh 

iAdvokat”. 

B. Permasalahan idan iRuang iLingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan ilatar ibelakang idi iatas, imaka iyang imenjadi irumusan imasalah idalam 

ipenelitian iini, iyaitu: 

a. Bagaimanakah ipenegakan ihukum ipidana ipelaku ipenghinaan iterhadap 

ipengadilan ioleh iAdvokat? 
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b. Apa isajakah ifaktor ipenghambat iyang imemengaruhi ipenegakan ihukum ipelaku 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan ioleh iAdvokat? 

 

2. Ruang iLingkup 

Mengacu ipada ipermasalahan iyang itelah idiuraikan isebelumnya, iruang ilingkup 

ipembahasan idalam iskripsi iini iakan idifokuskan ipada ihukum ipidana imateriil idan 

iformil. iPentingnya imenjaga ikehormatan idan ikewibawaan ilembaga iperadilan idalam 

iproses ipenegakan ihukum imenjadi ilandasan iutama. iOleh ikarena iitu, ipenelitian iini 

isecara iyuridis iakan imenganalisis ipenegakan ihukum ipidana iterhadap itindakan 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan iyang idilakukan ioleh iAdvokat. iSelain iitu, iskripsi iini 

ijuga iakan imengindetifikasi ifaktor-faktor ipenghambat ipenegakan ihukum iterhadap 

ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan. iRuang ilingkup ilokasi ipenelitian iadalah idi 

iwilayah ihukum iKota iBandar iLampung, iKabupaten iPesawaran, iserta iSurabaya, idan 

iwaktu ipenelitian idilakukan ipada iTahun i2025. 

 

C. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

1. Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan ipermasalahan iyang idikemukakan idi iatas, imaka itujuan ipenelitian iini 

iadalah isebagai iberikut: 

a. Mengetahui ipenegakan ihukum ipidana ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan 

ioleh iAdvokat. 

b. Mengidentifikasi ifactor-faktor ipenghambat iyang imemengaruhi ipenegakan 

ihukum ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan ioleh iAdvokat. 

 

2. Kegunaan iPenelitian 

Berdasarkan itujuan-tujuan iyang itelah idiuraikan idi iatas, imaka idiharapkan ipenulisan 

idan ipembahasan ipenulisan ihukum iini idapat imemberikan imanfaat ibaik isecara 

iteoritis imaupun ipraktis, iyaitu: 

a. Kegunaan iTeoritis 

Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan ikontribusi iteoritis idalam 

imemperkaya ikhazanah iilmu ihukum ipidana, ikhususnya iterkait idengan 

ipemahaman imendalam imengenai ikonsep ipenghinaan iterhadap ipengadilan 

idalam ikonteks iperilaku iAdvokat idi ipersidangan. 
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b. Kegunaan iPraktis 

Hasil ipenelitian iskripsi iini idiharapkan idapat imemberikan imanfaat ibagi ilembaga 

iperadilan, iorganisasi iadvokat, imahasiswa ihukum, idan iakademisi iyang 

imemerlukan ipenelitian iterkait iisu ipenghinaan iterhadap ipengadilan idan 

ipenegakannya idalam ikonteks ipraktik iperadilan idi iIndonesia. 

 

D. Kerangka iTeoritis idan iKonseptual 

1. Kerangka iTeoritis 

Setiap ipenelitian iakan iada ikerangka iteoritis iyang imenjadi iacuan idan ibertujuan iuntuk 

imengidentifikasi iterhadap itindak ipidana ipenipuan iyang iterjadi idi ikalangan 

imasyarakat. iKerangka iteoritis iadalah ikonsep-konsep iyang imerupakan iabstraksi idari 

ihasil ipemikiran iatau ikerangka iacuan iyang ipada idasarnya ibertujuan iuntuk 

imengadakan iidentifikasi iterhadap ikasus iyang iterjadi idi idalam imasyarakat ioleh 

ipeneliti. iKerangka iteoritis iadalah istruktur ikonseptual iyang idigunakan iuntuk 

imerancang, imenjelaskan, idan imenganalisis ifenomena idalam isuatu ipenelitian. iIni 

iadalah ikerangka ikerja iyang imenyediakan ilandasan iteoritis ibagi ipenelitian itersebut. 

iDalam isebuah ipenelitian, ikerangka iteoritis imembantu ipeneliti. 

a. Teori iPenegakan iHukum iPidana 

Penegakan ihukum ipidana iin iabstracto i(proses ipembuatan iproduk iperundang-

undangan) imelalui itahap ilegislasi/formulasi/pembuatan iperaturan iperundang-

undangan, ipada ihakikatnya imerupakan iproses ipenegakan ihukum ipidana iin 

iabstracto. iProses ilegislasi/formulasi iini imerupakan itahap iawal iyang isangat istrategis 

idari iproses ipenegakan ihukum iin iconcreto. iOleh ikarena iitu, ikesalahan/kelemahan 

ipada itahap ikebijakan ilegislasi/formulasi imerupakan ikesalahan istrategis iyang idapat 

imenghambat iupaya ipenegakan ihukum iin iconcreto. iPenegakan ihukum ipidana iyang 

idilakukan ipada itahap iaplikasi idan itahap ieksekusi. 

Penyelenggaraan ipenegakan ihukum ipidana iyang ididasarkan ipada isistem ihukum 

ipidananya iberkaitan ierat idengan ibekerjanya iketiga ikomponen, imeliputi ikomponen 

isubstantif/normatif i(norma ihukum/peraturan iperundang-undangan), ikomponen 

istruktural/institusional ibeserta imekanisme iprosedural/administrasinya i(lembaga/ 

istruktur iaparat ipenegak ihukum), idan ikomponen ikultural i(nilai-nilai ibudaya ihukum) 
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iyang iharus idiselenggarakan isecara iintegral idan iberkualitas.13
 iIntegral iharus 

idiwujudkan idalam iketerjalinan idari iberbagai isub-sistem/ iaspek/komponen iterkait 

isistem ihukum ipidana imeliputi ihukum ipidana imateriel, ihukum ipidana iformal idan 

ihukum ipelaksanaan ipidana. iLebih ikhusus ilagi iterkait iketiga iaspek/persoalan ipokok 

idi idalam ihukum ipidana imateriel imeliputi itindak ipidana i(strafbaarfeit/ icriminal 

iact/actus ireus), ipertanggungjawaban ipidana i(kesalahan) i(schuld/guilt/mens irea), 

iserta ipidana idan ipemidanaan i(straf/punishment/poena). iPenyelenggaraan 

ipenegakan ihukum ipidana isaat iini idipandang ibelum iberkualitas ikarena ipenegakan 

ihukum ipidana ipada itahap iin iabstracto idan iin iconcreto ibelum imenerapkan iketiga 

ipendekatan ikeilmuan, iyaitu: 

(1) Pendekatan ijuridis-ilmiah-religius; 

(2) Pendekatan ijuridis-kontekstual; idan 

(3) Pendekatan ijuridis iberwawasan iglobal/komparatif.14 

Ketiga ipendekatan ikeilmuan iitu ibelum iditerapkan isecara iintegral idalam iketiga 

ipersoalan ipokok ihukum ipidana imateriel iyang itelah idikemukakan idi iatas. iPenegakan 

ihukum ipidana ipada itahap iin iconcreto i(tahap iaplikasi) ijuga imasih idipengaruhi ioleh 

ikebiasaan/budaya ipermainan ikotor idan ijalan ipintas iyang idilakukan ioleh ioknum 

iaparat ipenegak ihukum iyang ikorup idan ikolutif idengan ipelaku itindak ipidana. 

Penegakan ihukum ipidana imelalui ibeberapa itujuan itertentu. iBeberapa itahap isebagai 

iusaha iatau iproses irasional iyang isengaja idirencanakan iuntuk imencapai isuatu itujuan 

itertentu. i iBahwa iyang idimaksud idengan ipenegakan ihukum iitu ikurang ilebih 

imerupakan iupaya iyang idilakukan iuntuk imenjadikan ihukum, ibaik idalam iartian 

iformil iyang isempit imaupun idalam iarti imateriil iyang iluas, isebagai ipedoman iperilaku 

idalam isetiap iperbuatan ihukum, ibaik ioleh ipara isubyek ihukum iyang ibersangkutan 

imaupun ioleh iaparatur ipenegak ihukum iyang iresmi idiberi itugas idan ikewenangan ioleh 

iUndang-undang. 

1) Tahap iFormulasi i 

Tahap ipenegakan ihukum ipidana iin iabstracto ioleh ibadan ipembuat iundang-

undang iyang imelakukan ikegiatan imemilih iyang isesuai idengan ikeadaan idan 

isituasi imasa ikini idan iyang iakan idatang, ikemudian imerumuskannya idalam 

ibentuk iperaturan iperundang-undangan iyang ipaling ibaik idalam iarti imemenuhi 

 
13

 iSauer idan iH. iL. iPacker isebagaimana idikutip idalam iBarda iNawawi iArief, iOptimalisasi iKinerja 

iPenegakan iHukum iPidana i(Semarang: iPustaka iMagister, i2010), ihlm. i i9. 
14

 iIbid., ihlm. i10. 
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isyarat ikeadilan idan idaya iguna. iTahap iini idisebut idengan itahap ikebijakan 

ilegislatif. 

2) Tahap iAplikasi i 

Tahap ipenegakan ihukum ipidana i(tahap ipenerapan ihukum ipidana) ioleh iaparat 

ipenegak ihukum, imulai idari ikepolisian isampai ike ipengadilan. iDengan idemikian 

iaparat ipenegak ihukum ibertugas imenegakkan iserta imenerapkan iperaturan-

peraturan iperundang-undangan ipidana iyang itelah idibuat ioleh ipembuat iundang-

undang, idalam imelaksanakan itugas iini iaparat ipenegak ihukum iharus iberpegang 

iteguh ipada inilai-nilai ikeadilan idan iguna. iTahap iini idisebut isebagai itahap 

iyudikatif. 

3) Tahap iEksekusi i 

Tahap ipenegakan ipelaksanaan ihukum iserta isecara ikonkret ioleh iaparat-aparat 

ipelaksana ipidana. iPada itahap iini iaparataparat ipelaksana ipidana ibertugas 

imenegakkan iperaturan iperundang-undangan iyang itelah idibuat ioleh ipembuat 

iundang-undang imelalui ipenerapan ipidana iyang itelah iditerapkan idalam iputusan 

ipengadilan. iberpedoman ipada iperaturan iperundang- iundangan ipidana iyang 

itelah idibuat ioleh ipembuat iundang-undang idan iundang-undang idaya iguna.15
 

iKetiga itahap ipenegakan ihukum ipidana itersebut, idilihat isebagai isuatu iusaha iatau 

iproses irasional iyang isengaja idirencanakan iuntuk imencapai isuatu itujuan 

itertentu. iJelas iharus imerupakan ijalinan imata irantai iaktivitas iyang iterputus iyang 

ibersumber idari inilai-nilai idan ibermuara ipada ipidana idan ipemidanaan.16 

 

b. Teori iFaktor iyang iMemengaruhi iPenegakan iHukum 

Faktor iyang imemengaruhi ipenegakan ihukum imenentukan ibahwa ipenegakan ihukum 

imerupakan isuatu iproses iyang ipada idasarnya imerupakan ipenerapan idiskresi iyang 

imenyangkut imembuat ikeputusan iyang itidak iketat idiatur ioleh ikaidah ihukum, itetapi 

imemiliki iunsur ipenilaian ipribadi. iAdapun ifaktor-faktor iyang imemengaruhi ihukum, 

imenurut iSoerjono iSoekanto, iantara ilain:17 

1) Faktor ihukumnya isendiri. 

2) Faktor ipenegak ihukum, iyakni ipihak-pihak iyang imembentuk imaupun 

imenerapkan ihukum. 

3) Faktor isarana iatau ifasilitas iyang imendukung ipenegakan ihukum. 

4) Faktor iMasyarakat, iyakni ilingkungan idi imana ihukum itersebut iberlaku iatau 

iditerapkan. 

5) Faktor ikebudayaan, iyakni isebagai ihasil ikarya, icipta idan irasa iyang ididasarkan 

ipada ikarsa imanusia idi idalam ipergaulan ihidup. 

Kelima ifaktor iyang idisebutkan idi iatas isaling iberkaitan ierat, ikarena imenjadi iinti idari 

ipenegakan ihukum isekaligus itolak iukur iefektivitasnya. iDalam imemahami 

 
15

 iMuladi idan iBarda iNawawi iArief, iPenegakan iHukum iPidana i(Jakarta: iRineka iCipta, i1984), ihlm. 

i157. 
16

 iSudarto, iKapita iSelekta iHukum iPidana i(Bandung: iAlumni, i1986), ihlm. i15. 
17

 iSoerjono iSoekanto, iFaktor-Faktor iyang iMemengaruhi iPenegakan iHukum i(Jakarta: iRajaGrafindo 

iPersada, i2007), ihlm. i i5. 
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ibagaimana ifaktor-faktor iini ibekerja, ipenting iuntuk imeninjau iberbagai ikonsep 

ipenegakan ihukum iitu isendiri. iPenegakan ihukum idiartikan idalam i3 ikonsep, iyaitu:18 

1) Konsep ipenegakan ihukum ibersifat itotal i(total ienforcement iconcept), iyaitu idi 

imana ikonsep iini imenuntut isemua inilai iyang iada idi ibelakang inorma ihukum 

iuntuk iditegakan itanpa ikecuali. 

2) Konsep ipenegakan ihukum ibersifat ipenuh i(full ienforcement iconcept), idi imana 

ikonsep iini imenyadari ibahwa ikonsep itotal iharus iada ipembatas idengan ihukum 

iacara iagar imelindungi ikepentingan ipersonal. 

3) Konsep ipenegakan ihukum ibersifat iactual i(actual ienforcement iconcept), idi 

imana ikonsep iini iyakin iada idiskresi idalam ipenegakan ihukum ikarena 

iketerbatasan iyang iberkesinambungan idengan isarana idan iprasarana, ikualitas 

isumber idaya imanusia idan iperundang-undangan ilalu ikurangnya iperan 

imasyarakat. 

Penegakan ihukum ipada idasarnya iberkaitan idengan iupaya iuntuk imenerapkan ihukum 

iterhadap iperistiwa-peristiwa ihukum iatau ipenyimpangan idan ipelanggaran iterhadap 

ihukum iyang iberlaku idalam imasyarakat. iSecara ikonsep imaka iinti idari ipengertian 

ipenegakan ihukum iyaitu idilihat idari ikegiatan imenyelaraskan ihubungan idan inilai-

nilai iyang idijelaskan idi idalam ikaidah-kaidah iyang ibaik idan isikap itindak isebagai 

irangkaian ipenjelasan inilai itahap iakhir, iuntuk imenciptakan imemelihara idan 

imempertahankan ikedamaian idalam ipergaulan ihidup. 

Penggunaan icara-cara iatau ialat-alat ipenggerak iitu imenciptakan isuatu isituasi iyang 

itepat iuntuk imenyesatkan iseseorang iyang inormal, ihingga iorang iitu iterpedaya 

ikarenanya. iJadi iapabila iorang iyang idibujuk iatau idigerakan imengetahui iatau 

imemahami, ibahwa ialat-alat ipenggerak/pembujuk iitu itidak ibenar iatau ibertentangan 

idengan ikebenaran, imaka ipsyche-nya itidak itergerak idan ikarenanya iia itidak itersesat 

iatau itidak iterpedaya, ihingga idengan idemikian itidak iterdapat iperbuatan 

imenggerakkan iatau imembujuk idengan ialat-alat ipenggerak/pembujuk, imeskipun 

iorang iitu imenyerahkan ibarangnya. i 

Syarat idari imelawan ihukum iharus iselalu idihubungkan idengan ialat-alat 

ipenggerak/pembujuk iyang idipergunakan. iSebagaimana idiketahui imelawan ihukum 

iberarti ibertentangan idengan ikepatutan iyang iberlaku idi idalam ikehidupan 

imasyarakat. iSuatu ikeuntungan ibersifat itidak iwajar iatau itidak ipatut imenuntut 

ipergaulan imasyarakat idapat iterjadi, iapabila ikeuntungan iini idiperoleh ikarena 

 
18

 iSiswanto iSunarso, iVictimologi idalam iSistem iPeradilan iPidana i(Jakarta iTimur: iSinar iGrafika, 

i2012), ihlm. i9. 
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ipenggunaan ialat-alat ipenggerak iatau ipembujuk, isebab ipada ikeuntungan iini imasih 

imelekat ikekurangpatutan idari ialat-alat ipenggerak/pembujuk iyang idipergunakan 

iuntuk imemperoleh ikeuntungan iitu. iJadi iada ihubungan ikausal iantara ipenggunaan 

ialat-alat ipenggerak/pembujuk idan ikeuntungan iyang idiperoleh.19 

2. Konseptual 

Konseptual iadalah ipenggambaran iantara ikonsep-konsep ikhusus iyang imerupakan 

ikumpulan idalam iarti iyang iberkaitan, idengan iistilah iyang iakan iditeliti idan/atau 

idiuraikan idalam ikarya iilmiah. iLalu imempunyai isuatu iketerkaitan iantara ikonsep-

konsep ikhusus isatuan idari iarti iyang iterikat idengan iistilah-istilah imenjadi isuatu ifakta 

iyang ilogis idari ilandasan iteori. 

a. Analisis iYuridis iadalah isuatu ikegiatan iilmiah iyang iberupaya iuntuk imenemukan 

ikebenaran ihukum imelalui ipenelusuran, ipenafsiran, idan ievaluasi iterhadap 

inorma-norma ihukum, iputusan ipengadilan, idan idoktrin ihukum iyang irelevan.20 

b. Penegakan iHukum imerupakan iproses iatau iupaya iyang idilakukan ioleh iaparat 

ipenegak ihukum iuntuk imenegakkan inorma-norma ihukum idalam imasyarakat. 

iTujuannya iadalah imemastikan ibahwa isetiap isubjek ihukum imemperoleh ihak-

haknya idan ijika iterjadi ipelanggaran, ihak itersebut idapat idipulihkan imelalui 

imekanisme ihukum iyang iberlaku.21 

c. Pelaku imerupakan iorang iyang imelakukan itindak ipidana, ibaik isecara ilangsung 

imaupun itidak ilangsung. iDalam iarti isempit, ipelaku iadalah imereka iyang 

imelakukan itindak ipidana iitu isendiri.22 

d. Penghinaan iterhadap ipengadilan iadalah isetiap iperbuatan iyang idapat idianggap 

imempermalukan, imenghalangi iatau imerintangi itugas iperadilan idari 

ibadanbadan ipengadilan iataupun isegala itindakan iyang idapat imengurangi 

ikewibawaannya iatau imartabatnya.23 

e. Advokat imerupakan iseseorang iyang imemenuhi isyarat iyang iditentukan ioleh 

iatau iberdasarkan iundang-undang iuntuk imemberi ibantuan ihukum. iAdvokat 

ibertugas imemberikan inasihat, ibantuan, idan imembela ikepentingan ihukum 

ikliennya idi idalam imaupun idi iluar ipengadilan.24 

 

 

 
19

 iWirjono iProdjodikoro, iTindak-Tindak iPidana iTertentu idi iIndonesia i(Bandung: iRefika iAditama, 

i2003), i36. 
20

 iSoerjono iSoekanto idan iSri iMamudji, iPenelitian iHukum iNormatif: iSuatu iTinjauan iSingkat 

i(Jakarta: iRajawali iPers, i2010), ihlm. i13. i 
21

 iL. iArliman, i“Mewujudkan iPenegakan iHukum iyang iBaik iuntuk iMewujudkan iIndonesia isebagai 

iNegara iHukum,” iDoctrinal i2, ino. i2 i(2020), ihlm. i509–532. 
22

 iT. iJ. iBassang, i“Pertanggungjawaban iPelaku iTindak iPidana iDeelneming,” iLex iCrimen i4, ino. i5 

i(2015), ihlm. i9. 
23

 iHenry iCampbell iBlack, iBlack’s iLaw iDictionary, iedisi ike-8 i(St. iPaul, iMinn.: iThomson iWest, 

i2004), ihlm. i336. 
24

 iA. iJayadi, i“Peranan iPenasehat iHukum idalam iMewujudkan iKeadilan,” iJurisprudentie: iJurusan 

iIlmu iHukum iFakultas iSyariah idan iHukum i5 i(2018), ihlm. i1–16. 
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E. Sistematika iPenulisan 

Guna imemudahkan idan imemahami ipenelitian ipada iskripsi iini, imaka isistematika 

ipenulisannya isebagai iberikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab iini imerupakan ipendahuluan ipenyusunan iyang imemuat ilatar ibelakang imasalah, 

ipermasalahan idan iruang ilingkup, itujuan idan ikegunaan ipenulisan, ikerangka iteori idan 

ikonseptual iserta imenguraikan itentang isistematika ipenulisan. 

II. TINJAUAN iPUSTAKA 

Bab iini imenjelaskan itentang idasar-dasar ikepustakaan idari iberbagai ireferensi ibahan 

ipustaka iyang iterdiri idari ianalisis iyuridis ipenegakan ihukum ipidana ipelaku 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan ioleh iAdvokat. 

III. METODE iPENELITIAN 

Bab iini imenjelaskan itentang ipendekatan imasalah, isumber idata idan ijenis idata, 

ipenentuan inarasumber iserta iprosedur ipengumpulan idan ipengolahan idata iterhadap 

ianalisis iyuridis ipenegakan ihukum ipidana ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan 

ioleh iAdvokat. 

IV. HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 

Bab iini imenjelaskan itentang ikajian ianalisis idari inarasumber idan ibahan ikajian itertulis 

imengenai ipenegakan ihukum ipidana ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan ioleh 

iAdvokat idan ifaktor ipenghambat ipenegakan ihukumnya. 

V. PENUTUP 

Bab iini imenjelaskan itentang ikesimpulan iserta isaran ipenulis imengenai ipenegakan 

ihukum ipidana ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan ioleh iAdvokat. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN iPUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan iUmum iTindak iPidana 

1. Pengertian iTindak iPidana 

Pidana idalam ibahasa iBelanda iyaitu istrafbaar ifeit iatau idelict, iatau iistilahnya idisebut 

ihukuman. iIstilah ipidana ilebih itepat idari iistilah ihukuman ikarena itelah ilazim idisebut 

irecht. iPendefinisian iistilah ipidana isebagai inestapa iyang isengaja idijatuhkan ioleh 

iaparat ipenegak ihukum iterhadap iseorang iatau ibeberapa imanusia isebagai iakibat 

ihukum i(sanksi) iyang itimbul idari iperbuatan imelanggar ilarangan ihukum ipidana.25
 

iTindak ipidana imerupakan ikejadian iyang imemiliki iunsur iperbuatan iterlarang ioleh 

iundang-undang, isehingga imenimbulkan ifenomena iyang idapat idikenakan isanksi 

ihukum i(pidana). iCST iKansil imerumuskan itindak ipidana isebagai iberikut: 

a. Perbuatan imanusia i(handeling); 

Perbuatan imanusia iyang idimaksud ibukan ihanya i“melakukan” i(een idoen) iakan 

itetapi itermasuk ijuga i“tidak imelakukan” i(nietdoen). 

b. Perbuatan imanusia itersebut iharus imelawan ihukum i(wederrechtelijk). 

c. Perbuatan itersebut idiancam i(strafbaargesteld) ioleh iundang-undang; 

d. Harus idilakukan ioleh iseseorang iyang imampu ibertanggung ijawab 

i(toerekeningsvatbaar); 

e. Perbuatan iitu iharus iterjadi ikarena ikesalahan i(schuld) isi ipelaku. iKesalahan 

idapat iberupa ikesengajaan i(dolus) iataupun iketidaksengajaan/kelalaian 

i(culpa).26 

 

Masalah ipokok iyang iberhubungan idengan ihukum ipidana imembicarakan itiga ihal, 

iyaitu: 

1. Perbuatan iyang idilarang; 

2. Orang iyang imelakukan iperbuatan iyang idilarang iitu; 

3. Pidana iyang idiancamkan iterhadap ipelanggar iitu. 

 
25

 iAdami iChazawi, iPelajaran iHukum iPidana iBagian iI i(Jakarta: iPT iRajaGrafindo iPersada, i2007), 

ihlm. i21. 
26

 iSyahrul iMachmud, iPenegakan iHukum idan iPerlindungan iHukum ibagi iDokter iyang iDiduga 

iMelakukan iMalpraktek i(Bandung: iKarya iPutra iDarwati, i2012), ihlm. i304. 
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Menghindari iberbagai iistilah idan ipengertian itentang itindak ipidana imaka idalam 

itulisan iini idigunakan iistilah itindak ipidana idengan imengutip ipengertian idari 

irumusan iyang iditetapkan ioleh iTim iPengkajian iHukum iPidana iNasional iyaitu 

i“Tindak ipidana iialah iperbuatan imelakukan iatau itidak imelakukan isesuatu iyang ioleh 

iperaturan iperundang-undangan idinyatakan isebagai iperbuatan iyang idilarang idan 

idiancam idengan ipidana”.27
 iPemberian idefinisi imengenai ipengertian itindak ipidana 

ioleh ipara ipakar ihukum iterbagi idalam idua ipandangan/aliran iyang isaling ibertolak 

ibelakang, iyaitu i: 

a. Pandangan/Aliran iMonistis 

Yaitu ipandangan/aliran iyang itidak imemisahkan iantara ipengertian iperbuatan 

ipidana idengan ipertanggungjawaban ipidana. 

b. Yaitu ipandangan/aliran iyang imemisahkan iantara idilarangnya isuatu iperbuatan 

ipidana i(criminal iact iatau iactus ireus) idan idapat idipertanggungjawabkan isi 

ipembuat i(criminal iresponsibility iatau imens irea). iDengan ikata ilain ipandangan 

idualistis imemisahkan ipengertian iperbuatan ipidana idengan ipertanggung 

ijawaban ipidana.28 

 

2. Unsur-Unsur iTindak iPidana 

Tiga imasalah isentral/pokok idalam ihukum ipidana iberpusat ikepada iapa iyang idisebut 

idengan itindak ipidana i(criminal iact, istrafbaarfeit, idelik, iperbuatan ipidana), 

ipertanggungjawaban ipidana i(criminal iresponsibility) idan imasalah ipidana idan 

ipemidanaan.29
 iIstilah itindak ipidana imerupakan imasalah iyang iberhubungan ierat 

idengan imasalah ikriminalisasi i(criminal ipolicy) iyang idiartikan isebagai iproses 

ipenetapan iperbuatan iorang iyang isemula ibukan imerupakan itindak ipidana imenjadi 

itindak ipidana, iproses ipenetapan iini imerupakan imasalah iperumusan iperbuatan-

perbuatan iyang iberada idi iluar idiri iseseorang.30
 iPandangan iini imembawa 

ikonsekuensi idalam imemberikan ipengertian itindak ipidana. i 

 
27

 iM. iHamdan, iTindak iPidana iPencemaran iLingkungan iHidup i(Bandung: iMandar iMaju, i2000), i35. 
28

 iTri iAndrisman, iHukum iPidana: iAsas-Asas idan iDasar iAturan iUmum iHukum iPidana iIndonesia 

i(Bandar iLampung: iUniversitas iLampung, i2009), ihlm. i69. 
29

 iMaroni, iPengantar iPolitik iHukum iPidana i(Bandar iLampung: iAnugrah iUtama iRaharja, i2016). 
30

 iRasyid iAriman idan iFahmi iRaghib, iHukum iPidana i(Malang: iSetara iPress, i2016), ihlm. i57. 
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Aliran iMonistis idalam imerumuskan ipengertian itindak ipidana idilakukan idengan 

imelihat i“keseluruhan isyarat iadanya ipidana iitu ike isemuanya imerupakan isifat idari 

ipembuat”, isehingga idalam imerumuskan ipengertian itindak ipidana iia itidak 

imemisahkan iunsur-unsur itindak ipidana, imana iyang imerupakan iunsur iperbuatan 

ipidana idan imana iyang iunsur ipertanggungjawaban ipidana. iAliran idualistis idalam 

imemberikan ipengertian itindak ipidana imemisahkan iantara iperbuatan ipidana idan 

ipertanggungjawaban ipidana. iPada ihakikatnya itiap-tiap iperbuatan ipidana iharus 

iterdiri idari iunsur-unsur ilahiriah i(fakta) ioleh iperbuatan, imengandung ikelakuan idan 

iakibat iyang iditimbulkan ikarenanya. iKeduanya imemunculkan ikejadian idalam ialam 

ilahir i(dunia). i

31
 iMenurut iMoeljanto ibahwa iunsur-unsur iperbuatan ipidana iyaitu:32 

1) Kelakuan idan iakibat iperbuatan; 

2) Hal iikhwal iyang imenyertai iperbuatan; i 

3) Keadaan itambahan iyang imemberatkan ipidana; 

4) Unsur imelawan ihukum iyang iobyektif; 

5) Unsur imelawan ihukum iyang isubyektif. i 

Menurut iYulies iTiena iMasriani, iunsur-unsur iperistiwa ipidana iditinjau idari idua isegi, 

iyaitu: 

1. Dari isegi iobyektif iberkaitan idengan itindakan, iperistiwa ipidana iadalah 

iperbuatan iyang imelawan ihukum iyang isedang iberlaku, iakibat iperbuatan iitu 

idilarang idan idiancam idengan ihukuman. 

2. Dari isegi isubyektif, iperistiwa ipidana iadalah iperbuatan iyang idilakukan 

iseseorang isecara isalah. iUnsur-unsur ikesalahan isi ipelaku iitulah iyang 

imengakibatkan iterjadinya iperistiwa ipidana. iUnsur ikesalahan iitu itimbul idari iniat 

iatau ikehendak isi ipelaku. iJadi, iakibat idari iperbuatan iitu itelah idiketahui ibahwa 

idilarang ioleh iundang-undang idan idiancam idengan ihukuman. iJadi, imemang iada 

iunsur ikesengajaan. 

Menurut iWirdjono iProdjodikoro, iunsur-unsur idari iperbuatan ipidana, iyaitu: 

1. Subjek itindak ipidana; 

2. Perbuatan idari itindak ipidana; 

3. Hubungan isebab-akibat i(causaal iverban) 

4. Sifat imelanggar ihukum i(onrechtmatigheid); 

 
31

 iIbid., ihlm. i71. 
32

 iFykri iAdam idan iDian iAlan iSetiawan, i“Kajian iKriminologis iTindak iPidana iPembunuhan idengan 

iCara iMutilasi idalam iHukum iPidana iPositif idi iIndonesia,” iProsiding iIlmu iHukum i7 i(2021), ihlm. 

i867. 
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5. Kesalahan ipelaku itindak ipidana; 

6. Kesengajaan i(opzet). 

Unsur iPerbuatan iPidana, iyaitu: 

1. Unsur iUndang-Undang idan iyang idi iluar iUndang-Undang; 

2. Sifat imelawan ihukum iatau ikesalahan isebagai iunsur idelik; 

3. Unsur itertulis idari irumusan idelik iatau ialasan ipenghapus ipidana; 

4. Pada iumumnya idelik iterdiri idari idua iunsur ipokok, iyaitu iunsur ipokok iyang 

isubyektif idan iunsur ipokok iyang iobyektif: 

a. Asas ihukum ipidana i“tidak iada ihukuman itanpa iada ikesalahan”. iKesalahan 

iyang idimaksud iadalah ikesengajaan idan ikealpaan. iPada iumumnya ipara ipakar 

itelah imenyetujui ibahwa ikesengajaan iada itiga ibentuk, iyaitu: 

1. Kesengajaan isebagai imaksud; 

2. Kesengajaan idengan ikeinsyafan ipasti; 

3. Kesengajaan idengan ikeinsyafan ikemungkinan. 

Kealpaan iadalah ibentuk ikesalahan iyang ilebih iringan idari ikesengajaan. 

iKealpaan iterdiri iatas idua ibentuk, iyaitu: 

1. Tidak iberhati-hati; 

2. Dapat imenduga iakibat iperbuatan iitu. 

b. Unsur iokok iobyektif idan iunsur iobyektif iterdiri idari: 

1. Perbuatan imanusia; 

2. Akibat idari iperbuatan imanusia; 

3. Keadaan-keadaan ipada iumumnya ikeadaan iini idibedakan iantara ikeadaan 

ipada isaat iperbuatan idilaksanakan idan ikeadaan isetelah iperbuatan 

idilakukan; 

4. Sifat idapat idihukum idan isifat imelawan ihukum. 

Selanjutnya iSatochid iKartanegara idalam ibuku i“hukum ipidana ibagian isatu” iyang 

idikutip ioleh iLeden iMarpaung ibahwa iunsur idelik iterdiri idari iunsur isubyektif idan 

iunsur iobyektif. i 

a. Unsur iobyektif iyang iterdapat idi iluar imanusia, iyaitu i: i 

1) Suatu itindakan; 

2) Suatu iakibat; 

3) Keadaan. 

b. Unsur isubyektif idari iperbuatan; 

1) Dapat idipertanggungjawabkan; 

2) Kesalahan. 

Seseorang iyang imelakukan itindak ipidana iitu isudah idapat idipidana, isedangkan ibagi 

iorang iyang imenganut ipandangan idualistis, isama isekali ibelum imencukupi isyarat 

ipertanggungjawaban ipidana iyang iada ipada iorang iyang iberbuat.33
 i 

 

 

 
33

 iIbid., ihlm. i75. 
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B. Tinjauan iPenegakan iHukum iPidana 

1. Pengertian iPenegakan iHukum 

Penegakan ihukum imerupakan isuatu iusaha iuntuk imewujudkan iide-ide ikeadilan, 

ikepastian ihukum idan ikemanfaatan isosial imenjadi ikenyataan. iJadi ipenegakan ihukum 

ipada ihakikatnya iadalah iproses iperwujudan iide-ide.34
 iPenegakan ihukum iadalah 

iproses idilakukannya iupaya itegaknya iatau iberfungsinya inorma-norma ihukum isecara 

inyata isebagai ipedoman ipelaku idalam ilalu ilintas iatau ihubungan-hubungan ihukum 

idalam ikehidupan ibermasyarakat idan ibernegara ipenegakan ihukum imerupakan iusaha 

iuntuk imewujudkan iide-ide idan ikonsep-konsep ihukum iyang idiharapakan irakyat 

imenjadi ikenyataan. iPenegakan ihukum imerupakan isuatu iproses iyang imelibatkan 

ibanyak ihal.35 

Pengertian ipenegakan ihukum ipidana idapat idiartikan isebagai ipenyelenggaraan 

ihukum ioleh ipetugas ipenegak ihukum idan ioleh isetiap iorang iyang imempunyai 

ikepentingan isesuai idengan ikewenangannya imasing-masing imenurut iaturan iaturan 

ihukum iyang iberlaku.36
 iMaka idapat iditerapkan idengan ibeberapa icara iyaitu i: 

1) Penerapan ihukum ipidana i(Criminal ilaw iapllication) 

2) Pencegahan itanpa ipidana i(Pervention iwithout ipunishment), idan 

3) Memengaruhi ipandangan imasyarakat imengenai ikejahatan idan ipemidanaan 

ilewat imedia imassa. iPenegakan ihukum ipidana idengan inilai ihumanistik 

imenuntut ipula idiperhatikannya iide i“Individualisasi iPidana” idalam ikebijakan 

ihukum ipidana. 

Penegakan ihukum ipidana imerupakan isuatu isistem iyang imenyangkut ipenyerasian 

iantara inilai idengan ikaidah-kaidah iserta iperilaku inyata imasyarakat. iKaidah-kaidah 

itersebut ikemudian imenjadi ipedoman iatau ipatokan ibagi iprilaku iatau itindakan iyang 

idianggap ipantas iatau iseharusnya. iPerilaku iatau isikap iitu ibertujuan iuntuk 

imenciptakan, imemelihara, idan imempertahankan ikedamaian. iPenegakan ihukum 

imenurut iJimmly iAsshadique37
 ijuga iadalah iproses idilakukannya iupaya iuntuk 

 
34

 iMaya iShafira, iDeni iAchmad, iAisyah iMuda iCemerlang, iSintiya iMelinia iDarmawan, idan iRendie 

iMeita iSarie iPutri, iSistem iPeradilan iPidana i(Bandar iLampung: iPusaka iMedia, i2022), ihlm. i8. 
35

 iDellyana iShant, iKonsep iPenegakan iHukum i(Jakarta: iLiberty, i1988), ihlm. i32. 
36

 iBarda iNawawi iArief, iUpaya iNon-Penal idalam iKebijakan iPenanggulangan iKejahatan 

i(Semarang: iMakalah iSeminar iKriminologi iUI, iFakultas iHukum iUNDIP, i1991), ihlm. i42. 
37

 iMantan iKetua iMahkamah iKonstitusi iRepublik iIndonesia, iGuru iBesar iHukum iTata iNegara 

iUniversitas iIndonesia, iKetua iDewan iPenasihat iAsosiasi iHukum iTata iNegara idan iAdministrasi 

iNegara iIndonesia. ihttp://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. iDiakses itanggal 

i18-Februari-2018, iPukul i18.46 iWIB. 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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itegaknya iatau iberfungsinya inorma-norma ihukum isecara inyata isebagai ipedoman 

iperilaku idalam ilalu ilintas iatau ihubungan-hubungan ihukum idalam ikehidupan 

ibermasyarakat idan ibernegara. i 

2. iTahap-Tahap iPenegakan iHukum iPidana 

Penegakan ihukum ipidana imelalui ibeberapa itujuan itertentu. iBeberapa itahap isebagai 

iusaha iatau iproses irasional iyang isengaja idirencanakan iuntuk imencapai isuatu itujuan 

itertentu. i iBahwa iyang idimaksud idengan ipenegakan ihukum iitu ikurang ilebih 

imerupakan iupaya iyang idilakukan iuntuk imenjadikan ihukum, ibaik idalam iartian 

iformil iyang isempit imaupun idalam iarti imateriil iyang iluas, isebagai ipedoman iperilaku 

idalam isetiap iperbuatan ihukum, ibaik ioleh ipara isubyek ihukum iyang ibersangkutan 

imaupun ioleh iaparatur ipenegak ihukum iyang iresmi idiberi itugas idan ikewenangan ioleh 

iUndang-undang. 

1) Tahap iFormulasi i 

Tahap ipenegakan ihukum ipidana iin iabstracto ioleh ibadan ipembuat iundang-

undang iyang imelakukan ikegiatan imemilih iyang isesuai idengan ikeadaan idan 

isituasi imasa ikini idan iyang iakan idatang, ikemudian imerumuskannya idalam 

ibentuk iperaturan iperundang-undangan iyang ipaling ibaik idalam iarti imemenuhi 

isyarat ikeadilan idan idaya iguna. iTahap iini idisebut idengan itahap ikebijakan 

ilegislative. 

2) Tahap iAplikasi i 

Tahap ipenegakan ihukum ipidana i(tahap ipenerapan ihukum ipidana) ioleh iaparat 

ipenegak ihukum, imulai idari ikepolisian isampai ike ipengadilan. iDengan idemikian 

iaparat ipenegak ihukum ibertugas imenegakkan iserta imenerapkan iperaturan-

peraturan iperundang-undangan ipidana iyang itelah idibuat ioleh ipembuat iundang-

undang, idalam imelaksanakan itugas iini iaparat ipenegak ihukum iharus iberpegang 

iteguh ipada inilai-nilai ikeadilan idan iguna. iTahap iini idisebut isebagai itahap 

iyudikatif. 

3) Tahap iEksekusi i 

Tahap ipenegakan ipelaksanaan ihukum iserta isecara ikonkret ioleh iaparat-aparat 

ipelaksana ipidana. iPada itahap iini iaparataparat ipelaksana ipidana ibertugas 

imenegakkan iperaturan iperundang-undangan iyang itelah idibuat ioleh ipembuat 

iundang-undang imelalui ipenerapan ipidana iyang itelah iditerapkan idalam iputusan 

ipengadilan. iberpedoman ipada iperaturan iperundang- iundangan ipidana iyang 

itelah idibuat ioleh ipembuat iundang-undang idan iundang-undang idaya iguna.38
 

iKetiga itahap ipenegakan ihukum ipidana itersebut, idilihat isebagai isuatu iusaha iatau 

iproses irasional iyang isengaja idirencanakan iuntuk imencapai isuatu itujuan 

itertentu. iJelas iharus imerupakan ijalinan imata irantai iaktivitas iyang iterputus iyang 

ibersumber idari inilai-nilai idan ibermuara ipada ipidana idan ipemidanaan.39  

 
38

 iMuladi idan iBarda iNawawi iArief, iPenegakan iHukum iPidana i(Jakarta: iRineka iCipta, i1984), ihlm. 

i157. 
39

 iSudarto, iKapita iSelekta iHukum iPidana i(Bandung: iPenerbit iAlumni, i1986), ihlm. i15. 
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C. Tinjauan iPenghinaan iterhadap iPengadilan i 

Penghinaan iterhadap ipengadilan imerupakan ikonsep ihukum iyang ibertujuan imenjaga 

ikewibawaan, imartabat, idan ikehormatan ilembaga iperadilan. iDalam ikonteks 

iIndonesia, ipenghinaan iterhadap ipengadilan idiartikan isebagai isetiap iperbuatan, 

itingkah ilaku, isikap, idan/atau iucapan iyang idapat imerendahkan iatau imerongrong 

ikewibawaan ibadan iperadilan, ibaik idilakukan idi idalam imaupun idi iluar 

ipersidangan.40
 iKonsep ipenghinaan iterhadap ipengadilan idiadopsi idari isistem ihukum 

icommon ilaw iInggris, iyang imenekankan iperlindungan iterhadap ilembaga iperadilan 

iagar itetap iindependen idan iterhindar idari ipengaruh ipihak ilain, ibaik ieksekutif, 

ilegislatif, imaupun imasyarakat iumum. iTujuan iutamanya iadalah imenjaga 

ikepercayaan ipublik iterhadap isistem iperadilan iserta imemastikan iproses iperadilan 

iberjalan isecara iadil idan itidak iterganggu. 

Pengaturan ipenghinaan iterhadap ipengadilan itidak itermuat idalam isatu iundang-

undang ikhusus iyang ikomprehensif, imelainkan itersebar idalam ibeberapa iperaturan 

iperundang-undangan. iBeberapa ipasal idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana 

i(KUHP) ilama, iseperti iPasal i207, i217, idan i224, imengatur imengenai ipenghinaan 

iterhadap ibadan iumum, itermasuk ipengadilan, iserta itindakan iyang imengganggu 

ijalannya ipersidangan. iSalah isatu ibentuk ipenghinaan iterhadap ipengadilan idapat 

iditemukan idalam iPasal i207 iKUHP, iyang imenentukan: 

“Barang isiapa idengan isengaja idi imuka iumum idengan ilisan iatau itulisan 

imenghina isuatu ipenguasa iatau ihadan iumum iyang iada idi iIndonesia, idiancam 

idengan ipidana ipenjara ipaling ilama isatu itahun ienam ibulan iatau ipidana idenda 

ipaling ibanyak iempat iribu ilima iratus irupiah.” 

Selain iitu, itindakan iyang imengganggu ijalannya ipersidangan ijuga itermasuk ibentuk 

ipenghinaan iterhadap iproses ihukum. iHal iini idiatur idalam iPasal i217 iKUHP iyang 

imenentukan: 

“Barang isiapa imenimbulkan ikegaduhan idalam isidang ipengadilan iatau idi 

itempat idi imana iseorang ipejabat isedang imenjalankan itugasnya iyang isah idi 

imuka iumum, idan itidak ipergi isesudah idiperintah ioleh iatau iatas inama ipenguasa 

iyang iberwenang, idiancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama itiga iminggu 

iatau ipidana idenda ipaling ibanyak iseribu idelapan iratus irupiah.” 

 
40

 iA. iRizhan, i“Tinjauan iYuridis iUpaya iMengembalikan iPublic iTrust iterhadap iPenegakan iHukum idi 

iIndonesia i(Perspektif iTeori iPenegakan iHukum),” iKodifikasi i5, ino. i1 i(2023), ihlm. i1–15. 
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Tidak ihanya itindakan iyang ibersifat ilangsung idalam ipersidangan, itetapi 

iketidakpatuhan iterhadap ikewajiban ihukum ijuga idapat idianggap isebagai ipenghinaan 

iterhadap ipengadilan. iHal iini itermuat idalam iPasal i224 iKUHP iyang imenentukan: 

“Barang isiapa idipanggil isebagai isaksi, iahli iatau ijuru ibahasa imenurut iundang-

undang idengan isengaja itidak imemenuhi ikewajiban iberdasarkan iundang-

undang iyang iharus idipenuhinya, idiancam: i 

1) dalam iperkara ipidana, idengan ipidana ipenjara ipaling ilama isembilan ibulan; 

i 
2) dalam iperkara ilain idengan ipidana ipenjara ipaling ilama ienam ibulan.” 

Mengingat iadanya iberbagai iketerbatasan idalam ipengaturan ipenghinaan iterhadap 

ipengadilan ipada iKUHP ilama, iterutama iterkait icakupan idan ispesifitasnya, 

ipemerintah ikemudian imenghadirkan ipembaruan isignifikan. iHal iini iterefleksikan 

idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana iNasional iyang ibaru, iyaitu iUndang-

Undang iNomor i1 iTahun i2023. iDalam iKUHP iNasional, ipengaturan iterkait 

ipenghinaan iterhadap ipengadilan imenjadi ilebih ispesifik idan iterintegrasi idalam iBab 

iVI itentang iTindak iPidana iTerhadap iProses iPeradilan. iBab iini imencakup iberbagai 

ibentuk iperbuatan iyang idapat imengganggu, imenghalangi, iatau imerendahkan 

ikewibawaan ipengadilan, iseperti ipenyesatan iproses iperadilan iPasal i278, imembuat 

igaduh idi idalam iatau idi idekat iruang isidang iPasal i279, ibersikap itidak ihormat iatau 

imenyerang iintegritas iaparat ipenegak ihukum idan ipersidangan iPasal i280, 

imenghalang-halangi iatau imengintimidasi ipejabat iperadilan iPasal i281, iserta 

iperusakan ifasilitas ipengadilan iPasal i293. iPergeseran iini imenunjukkan iupaya iuntuk 

imenyediakan ilandasan ihukum iyang ilebih ikuat idan ijelas idalam imenindak 

ipelanggaran ipenghinaan iterhadap ipengadilan idi iIndonesia. iKhususnya iPasal i28 idan 

i29 iyang imenegaskan iperlindungan iterhadap ipengadilan idari isegala ibentuk 

ipenghinaan iatau itindakan iyang imerendahkan iwibawanya. iSelain iitu, iMahkamah 

iAgung ijuga imengeluarkan iperaturan iterkait itata itertib ipersidangan iyang iharus 

idipatuhi ioleh isemua ipihak iyang iterlibat idalam iproses iperadilan.41 

  

 
41

 iM. iA. iHR, i“Lemahnya iPenegakan iHukum idi iIndonesia,” iJISH: iJurnal iIlmu iSyariah idan iHukum i1, 

ino. i1 i(2021), ihlm. i57–68. 
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D. Tinjauan iFaktor iyang iMemengaruhi iPenegakan iHukum 

Penegakan ihukum imemiliki ifungsi ikrusial isebagai ipelindung ikepentingan imanusia. 

iAgar ikepentingan itersebut iterjamin, ihukum iharus idiimplementasikan. iPelaksanaan 

ihukum idapat iberjalan inormal idan idamai, inamun itak ijarang ipula iterjadi ikarena 

iadanya ipelanggaran. iDalam isituasi ipelanggaran iinilah, ihukum iyang itelah idilanggar 

iwajib iditegakkan. iMelalui iproses ipenegakan ihukum iinilah, inorma-norma ihukum 

idapat iterwujud isecara inyata. iOleh ikarena iitu, ipenegakan ihukum itidak isekedar 

itentang imenerapkan iundang-undang iatau imengikuti iputusan ihakim isemata. 

iSebaliknya, itantangan iutamanya iterletak ipada iberbagai ifaktor iyang 

imemengaruhinya, ibaik isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung. i 

Penegakan ihukum imerupakan isuatu iproses iyang ikompleks idan idipengaruhi ioleh 

iberbagai ifaktor iyang isaling iterkait. iFaktor ipertama iadalah ifaktor ihukum iitu isendiri, 

iyaitu ikaidah-kaidah iatau iaturan iyang imengatur iperilaku imasyarakat. iJika iperaturan 

iperundang-undangan itidak ijelas, ibertentangan, iatau itidak isesuai idengan iasas 

ihukum, imaka ipenegakan ihukum iakan isulit idilakukan isecara iefektif. iOleh ikarena iitu, 

ikualitas ihukum iyang ibaik isangat imenentukan ikeberhasilan ipenegakan ihukum idi 

imasyarakat. iPenegakkan ihukum idi iIndonesia imemiliki ifactor iguna imenunjang 

iberjalannya itujuan idari ipenegakan ihukum itersebut. iBerdasarkan ipandangan 

iSoerjono iSoekanto, iada i5 ifaktor-faktor iyang imemengaruhi ipenegakan ihukum idi 

iIndonesia, iantara ilain;42 

1) Faktor iHukum 

Hukum iitu isendiri iadalah isegala isesuatu iyang imenimbulkan iaturan iyang 

imempunyai ikekuatan iyang ibersifat imemaksa, iyaitu iapabila idilanggarkan 

imendapat isanksi iyang itegas idan inyata i(Yulies iTina iMasriani, i2004). 

2) Faktor iMasyarakat 

Penegakan ihukum iberasal idari imasyarakat idan ibertujuan iuntuk imencapai 

ikedamaian idi idalam imasyarakat. iOleh ikarena iitu, idipandang idari isudut itertentu 

imaka imasyarakat idapat imemengaruhi ikepatuhan ihukumnya. iMasyarakat 

iIndonesia ipada ikhususnya imempunyai ipendapat-pendapat itertentu imengenai 

ihukum. i 

3) Faktor iKebudayaan 

Kebudayaan imemiliki ifungsi iyang isangat ibesar ibagi imasyarakat idan imanusia. 

iMasyarakat imemiliki ikebutuahan idalam ibidang imateriil idan ispiritual. iUntuk 

imemenuhi ikebutuhannya isebagian ibesar idipenuhi ikebudayaan iyang ibersumber 

ipada imasyarakat iitu isendiri. iTapi ikemampuan imanusia isangat iterbatas, idengan 

 
42

 iM. iC. iRamadhan, iR. iZulyadi, iS. iN. iKhadijah, idan iJ. iP. iPinem, i“Faktor iPenghambat iPenegakan 
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idemikian ikemampuan ikebudayaan iyang imerupakan ihasil iciptaannya ijuga 

iterbatas idalam imemenuhi isegala ikebutuhan. 

4) Faktor iSarana idan iFasilitas i 

Tanpa iadanya isarana idan ifasilitas itertentu, imaka itidak imungkin ipenegakan 

ihukum iakan iberlangsung idengan ilancar. iSarana iatau ifasilitas itersebut iantara 

ilain imencakup itenaga imanusia iyang iberpendidikan idan iterampil, iorganisasi 

iyang ibaik, iperalatan iyang imemadai, ikeuangan iyang icukup idan iseterusnya. 

iKalau ihal-hal iitu itidak itepenuhi, imaka imustahil ipenegakan ihukum iakan 

imencapai itujuannya. i 

5) Faktor iPenegak iHukum i 

Penegak ihukum idiartikan isebagai ipihak-pihak iyang iturut imenjaga ikeadilan 

i(peace imaintanance) iuntuk imembantu idan imengurus ipenegakan ihukum iagar 

imaksud idari isuatu ihukum idapat iberjalan idengan ilancar. i 

Kelima ifaktor itersebut isecara isignifikan imemengaruhi ipenegakan ihukum, 

imemberikan idampak ipositif imaupun inegatif. iDi iantara isemua ifaktor, ipenegak 

ihukum imemegang iperanan isentral. iIni ikarena imereka itidak ihanya imenyusun 

iundang-undang, itetapi ijuga imelaksanakannya, idan ioleh imasyarakat iluas, ipenegak 

ihukum idipandang isebagai iteladan idalam iketaatan ihukum. iHukum iyang iefektif 

iadalah iyang imampu imewujudkan ikeadilan idan imemberikan imanfaat inyata ibagi 

imasyarakat. iUntuk iitu, isetiap iaturan iyang imenetapkan isuatu iperilaku isebagai 

ipelanggaran ihukum iselalu idibarengi idengan ipembentukan ilembaga iatau iorgan iyang 

ibertugas imenegakkannya. iKeberhasilan ipenegakan iini, ipada igilirannya, ibergantung 

ipada ibeberapa ifaktor, idi iantaranya:43 

a. Harapan imasyarakat iyakni iapakah ipenegakan itersebut isesuai iatau itidak idengan 

inilai-nilai imasyarakat. 

b. Adanya imotivasi iwarga imasyarakat iuntuk imelaporkan iterjadinya iperbuatan 

imelanggar ihukum ikepada iorgan-organ ipenegak ihukum itersebut. 

c. Kemampuan idan ikewibawaan idaripada iorganisasi ipenegak ihukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43

 iM. iHusen iHarun, iKejahatan idan iPenegakan iHukum idi iIndonesia i(Jakarta: iRineka iCipta, i1990), 

ihlm. i41. 
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E. Tinjauan iUmum iTentang iTindak iPidana iPenghinaan iterhadap iPengadilan 

iBerdasarkan iKUHP iNasional 

 

Tindak ipidana ipenghinaan iterhadap ipengadilan ibelum imemiliki ipengaturan ikhusus 

idalam isuatu iundang-undang ikomprehensif. iMeskipun idemikian, iUndang- iUndang 

iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) 

iNasional imemuat ibeberapa ipasal iyang idapat idigunakan iuntuk imenjerat iperbuatan 

iyang imengarah ipada ipenghinaan iterhadap ilembaga iperadilan. iPasal-pasal iini 

itersebar idan iumumnya imasuk idalam ikategori i“Kejahatan iterhadap iKehormatan” 

iatau ikejahatan iyang imengganggu iketertiban iumum. iDalam ipembaharuannya, 

iKUHP iNasional itelah imengelompokkan ibeberapa iketentuan isecara ilebih ispesifik, 

itermasuk idalam iBab iVI itentang iTindak iPidana iTerhadap iProses iPeradilan. 

Salah isatu ikategori iyang irelevan iadalah itindak ipidana iterhadap iketertiban iumum, 

ikhususnya iyang imenyangkut ipenghinaan iterhadap ilembaga iNegara iterdapat ipada 

iBab iV iTindak iPidana iTerhadap iKetertiban iUmum. iParagraf i2 iPenghinaan iterhadap 

iPemerintah iatau iLembaga iNegara. iPasal i240 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) i iSetiap iorang iyang idi imuka iumum idengan ilisan iatau itulisan imenghina 

ipemerintah iatau ilembaga inegara, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling 

ilama i1 i(satu) iTahun i6 i(enam) iBulan iatau ipidana idenda ipaling ibanyak 

ikategori iII. i 

(2) iDalam ihal iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) iberakibat 

iterjadinya ikerusuhan idalam imasyarakat, idipidana idengan ipidana ipenjara 

ipaling ilama i3 i(tiga) iTahun iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iIV. 

(3) iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(l) ihanya idapat idituntut 

iberdasarkan iaduan ipihak iyang idihina. i 

(4) iAduan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(3) idilakukan isecara itertulis ioleh 

ipimpinan ipemerintah iatau ilembaga inegara.” 

KUHP iNasional isecara ikhusus imengatur iberbagai ibentuk igangguan idan ipenghinaan 

iyang iterjadi idalam ikonteks iproses iperadilan, isebagaimana idirinci idalam iBab iVI 

iTindak iPidana iTerhadap iProses iPeradilan. iBagian iKesatu iPenyesatan iProses 

iPeradilan. iPasal i278 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Dipidana ikarena ipenyesatan iproses iperadilan idengan ipidana ipenjara ipaling 

ilama i6 i(enam) iTahun iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iV, iSetiap 

iOrang iyang: i 

a. memalsukan, imembuat, iatau imengajukan ibukti ipalsu iuntuk idipergunakan 

idalam iproses iperadilan; i 

b. mengarahkan isaksi iuntuk imemberikan iketerangan ipalsu idi isidang 

ipengadilan; i 
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c. mengubah, imerusak, imenyembunyikan, imenghilangkan, iatau 

imenghancurkan ialat ibukti; i 

d. mengubah, imerusak, imenyembunyikan, imenghilangkan, iatau 

imenghancurkan iBarang, ialat, iatau isarana iyang idipakai iuntuk imelakukan 

iTindak iPidana iatau imenjadi iobyek iTindak iPidana, iatau ihasil iyang idapat 

imenjadi ibukti ifisik idilakukannya iTindak iPidana, iatau imenariknya idari 

ipemeriksaan iyang idilakukan iPejabat iyang iberwenang isetelah iTindak iPidana 

iterjadi; iatau i 

e. menampilkan idiri iseolah-olah isebagai ipelaku iTindak iPidana, isehingga iyang 

ibersangkutan imenjalani iproses iperadilan ipidana.” 

Ada iketentuan iyang isecara ispesifik imenyoroti itindakan imengganggu idan imerintangi 

ijalannya ipersidangan. iBagian ikedua imengganggu idan imerintangi iproses iperadilan. 

iPasal i279 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) iSetiap iOrang iyang imembuat igaduh idi idekat iRuang isidang ipengadilan ipada 

isaat isidang iberlangsung idan itidak ipergi isesudah idiperintahkan isampai i3 

i(tiga) ikali ioleh iatau iatas inama ipetugas iyang iberwenang, idipidana idengan 

ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iI. i 

 i(2) iSetiap iOrang iyang imembuat igaduh idalam isidang ipengadilan idan itidak ipergi 

isesudah idiperintahkan isampai i3 i(tiga) ikali ioleh iatau iatas inama ihakim, 

idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i6 i(enam) iBulan iatau ipidana 

idenda ipaling ibanyak ikategori iII.” 

Pasal i280 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) i iDipidana idengan ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iII, iSetiap iOrang 

iyang ipada isaat isidang ipengadilan iberlangsung: i 

a. tidak imematuhi iperintah ipengadilan iyang idikeluarkan iuntuk 

ikepentingan iproses iperadilan; 

b. bersikap itidak ihormat iterhadap iaparat ipenegak ihukum, ipetugas 

ipengadilan, iatau ipersidangan ipadahal itelah idiperingatkan ioleh 

ihakim; i 

c. menyerang iintegritas iaparat ipenegak ihukum, ipetugas ipengadilan, 

iatau ipersidangan idalam isidang ipengadilan; iatau i 

d. tanpa iizin ipengadilan imemublikasikan iproses ipersidangan isecara 

ilangsung. i 

(2) i i iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) ihuruf ib iatau ihuruf ic 

ihanya idapat idituntut iberdasarkan iaduan. i 

(3) i iPengaduan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) idapat idilakukan isecara 

itertulis ioleh ihakim.” 

 

Tindakan imenghalang-halangi ipejabat iperadilan idalam imenjalankan itugasnya ijuga 

isecara itegas idiatur. iPasal i281 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang imenghalang-halangi, imengintimidasi, iatau imemengaruhi 

iPejabat iyang imelaksanakan itugas ipenyidikan, ipenuntutan, ipemeriksaan idi 

isidang ipengadilan, iatau iputusan ipengadilan idengan imaksud iuntuk imemaksa 
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iatau imembujuknya iagar imelakukan iatau itidak imelakukan itugasnya idipidana 

idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i7 i(tujuh) iTahun i6 i(enam) iBulan iatau 

ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iVI. i“ 

KUHP iNasional ijuga imencakup iketentuan imengenai ipenyembunyian ipelaku itindak 

ipidana iatau ipemberian ipertolongan iuntuk imelarikan idiri. iPasal i282 iKUHP iNasional 

imenentukan: 

“(1) iDipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i1 i(satu) iTahun iatau ipidana 

idenda ipaling ibanyak ikategori iIII, iSetiap iOrang iyang: i 

a. menyembunyikan iorang iyang imelakukan iTindak iPidana iatau iorang 

iyang idituntut iatau idijatuhi ipidana; iatau i 

b. memberikan ipertolongan ikepada iorang iyang imelakukan iTindak 

iPidana iuntuk imelarikan idiri idari ipenyidikan, ipenuntutan, iatau 

ipelaksanaan iputusan ipidana ioleh iPejabat iyang iberwenang. i 

(2) i iDalam ihal iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) iadalah 

iTindak iPidana iyang idiancam idengan ipidana ipenjara i5 i(lima) iTahun iatau 

ilebih, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i3 i(tiga) iTahun iatau 

ipidana idenda ikategori iIV. 

(3) iKetentuan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) itidak iberlaku ijika 

iperbuatan itersebut idilakukan idengan imaksud iuntuk imenghindarkan idari 

ipenuntutan iterhadap ikeluarga isedarah iatau isemenda idalam igaris ilurus 

iderajat ikedua iatau idalam igaris imenyamping ider4iat iketiga, iterhadap iistri 

iatau isuami, iatau iterhadap imantan iistri iatau isuaminya.” 

Gangguan iterhadap ipemeriksaan ijenazah iuntuk ikepentingan iperadilan ijuga 

idikategorikan isebagai itindak ipidana. iPasal i283 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang imencegah, imenghalang ihalangi, iatau imenggagalkan 

ipcemeriksaat ijenazah iuntuk ikepentingan iperadilan, idipidana idengan ipidana 

ipenjara ipaling ilama i1 i(satu) iTahun iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori 

iIII.” 

KUHP iNasional ijuga imengatur iperbuatan imelepaskan itahanan iatau imembantu 

ipelarian. iPasal i284 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang imelepaskan iatau imemberi ipertolongan iketika iseseorang 

imeloloskan idiri idari ipenahanan iyang idilakukan iatas iperintah iPejabat iyang 

iberwenang iatau imeloloskan idiri idari ipidana ipenjara iatau ipidana itutupan, 

idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i3 i(tiga) iTahun iatau ipidana idenda 

ipaling ibanyak ikategori iIV.” 

Ketidakpatuhan iterhadap ipanggilan iatau ikewajiban idalam iproses iperadilan ijuga 

imerupakan ipelanggaran. iPasal i285 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang isecara imelawan ihukum itidak idatang ipada isaat idipanggil 

isebagai isaksi, iahli, iatau ijuru ibahasa, iatau itidak imemenuhi isuatu ikewajiban 
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iyang iharus idipenuhi isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan, 

idipidana idengan: i 

a. pidana ipenjara ipaling ilama i9 i(sembilan) iBulan iatau ipidana idenda ipaling 

ibanyak ikategori iII, ibagi iperkara ipidana; iatau i 

b. pidana ipenjara ipaling ilama i6 i(enam) iBulan iatau ipidana idenda ipaling 

ibanyak ikategori iII, ibagi iperkara ilain.” 

Bagi ipihak iyang itidak imemenuhi ipanggilan iatau imemberikan iketerangan ipalsu 

idalam ikonteks ikepailitan iatau iketidakmampuan imembayar iutang, iterdapat ipula 

isanksi. iPasal i286 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang itelah idinyatakan ipailit iatau idinyatakan idalam ikeadaan 

itidak imampu imembayar iutang, iatau imenjadi iistri iatau isuami iorang iyang ipailit 

idalam iperkawinan idengan ipersatuan iHarta iKekayaan, iatau isebagai ipengurus 

iatau ikomisaris isuatu ipersekutuan iperdata, iperkumpulan, iatau iyayasan iyang 

itelah idinyatakan ipailit, iyang itidak ihadir isetelah idipanggil isecara isah 

iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan iuntuk imemberikan iketerangan, 

iatau itidak imau imemberikan iketerangan iyang idiminta, iatau imemberikan 

iketerangan iyang itidak ibenar, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i1 

i(satu) iTahun i3 i(tiga) iBulan iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iIII.” 

Penolakan imenyerahkan isurat ipalsu iatau iyang idiperlukan iuntuk iperbandingan ijuga 

idiatur. iPasal i287 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang itidak imemenuhi iperintah iPejabat iyang iberwenang idalam 

iproses iperadilan iuntuk imenyerahkan iSurat iyang idianggap ipalsu iatau 

idipalsukan iatau iyang iharus idipakai iuntuk idibandingkan idengan iSurat ilain 

iyang ididuga ipalsu iatau idipalsukan iatau iyang ikebenarannya idisangkal iatau 

itidak idiakui, idipidana idengan: 

a. pidana ipenjara ipaling ilama i9 i(sembilan) iBulan iatau ipidana idenda ipaling 

ibanyak ikategori iII, ibagi iperkara ipidana; iatau i 

b. pidana ipenjara ipaling ilama i6 i(enam) iBulan iatau ipidana idenda ipaling 

ibanyak ikategori iII, ibagi iperkara ilain.” 

Ketidakpatuhan idalam imemenuhi ipanggilan iterkait iperwalian iatau iperkara irumah 

isakit ijiwa ijuga imemiliki ikonsekuensi ihukum. iPasal i288 iKUHP iNasional 

imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang itanpa ialasan iyang isah itidak idatang imenghadap iatau idalam 

ihal iyang idiizinkan itidak imeminta iwakilnya imenghadap, ijika idipanggil idi 

imuka ipengadilan iuntuk ididengar isebagai ikeluarga isedarah iatau ikeluarga 

isemenda, isuami iatau iistri, iwali iatau iwali ipengawas, ipengampu iatau ipengampu 

ipengawas idalam iperkara iorang iyang iakan iditaruh iatau iyang isudah iditaruh idi 

ibawah ipengampuan iatau idalam iperkara iorang iyang iakan idimasukkan iatau 

isudah idimasukkan ike irumah isakit ijiwa, idipidana idengan ipidana idenda ipaling 

ibanyak ikategori iII.” 
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Pengaturan imengenai ibarang isitaan ijuga idiperkuat idalam iKUHP iNasional. iPasal i289 

iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) i iDipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i4 i(empat) iTahun iatau ipidana 

idenda ipaling ibanyak ikategori iV, iSetiap iOrang iyang: ia. imenarik iBarang 

iyang idisita iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan iatau iyang 

idititipkan iatas iperintah ipengadilan iatau imenyembunyikan iBarang, 

ipadahal idiketahui ibahwa iBarang itersebut iberada idalam isitaan iatau 

ititipan; iatau ib. imerusak, imenghancurkan, iatau imembuat itidak idapat 

idipakai isuatu iBarang iyang idisita iberdasarkan iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan. i 

(2) iPenyimpan iBarang iyang imelakukan, imembiarkan idilakukan, iatau 

imembantu imelakukan iperbuatan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1), 

idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i5 i(lima) iTahun iatau ipidana 

idenda ipaling ibanyak ikategori iV. i 

(3) iJika iperbuatan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(2) iterjadi ikarena 

ikealpaan ipenyimpan, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i1 

i(satu) iTahun iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iIII.” 

Penjualan iatau ipenggunaan ibenda isitaan isecara imelawan ihukum ijuga idiatur. iPasal 

i290 iKUHP iNasional imenentukan: 

“Setiap iOrang iyang isecara imelawan ihukum imenjual, imenyewakan, imemiliki, 

imenggadaikan, iatau imenggunakan ibenda isitaan ibukan iuntuk ikepentingan 

iproses iperadilan, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i5 i(lima) iTahun 

iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iV.” 

Pemberian iketerangan ipalsu idi ibawah isumpah imerupakan ikejahatan iserius. iPasal 

i291 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) iSetiap iOrang iyang iberdasarkan iketentuan iperaturan iperundang-undangan 

iharus imemberikan iketerangan idi iatas isumpah iatau iketerangan itersebut 

imenimbulkan iakibat ihukum, imemberikan iketerangan ipalsu idi iatas 

isumpah, ibaik idengan ilisan imaupun itulisan, iyang idilakukan isendiri iatau 

ioleh ikuasanya iyang ikhusus iditunjuk iuntuk iitu iyang idiberikan idalam 

ipemeriksaan iperkara idalam iproses iperadilan, idipidana idengan ipidana 

ipenjara ipaling ilama i7 i(tujuh) iTahun. 

(2) iJika iperbuatan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) imerugikan 

itersangka, iterdakwa, iatau ipihak ilawan, ipidananya idapat iditamb iah iL i/ i3 

i(satu iper itiga). i“ 

Identitas ipelapor, isaksi, iatau ikorban iyang iwajib idirahasiakan ijuga imendapat 

iperlindungan ihukum. iPasal i292 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) i iSetiap iOrang iyang imenyebutkan iidentitas ipelapor, isaksi, iatau iKorban 

iatau ihal ilain iyang imemberikan ikemungkinan idapat idiketahuinya 

iidentitas itersebut ipadahal itelah idiberitahukan ikepadanya iidentitas 

itersebut iharus idirahasiakan, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling 

ilama i3 i(tiga) iTahun iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iIV. i 
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(2) iKetentuan isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) ihanya iberlaku ijika 

ikeharusan iuntuk imerahasiakan iidentitas ipelapor, isaksi, iatau iKorban 

idisebutkan isecara itegas idalam iUndang-Undang.” 

KUHP iNasional ijuga imengatur itindak ipidana iperusakan ifasilitas iperadilan. iBagian 

iKetiga iPerusakan iGedung, iRuang iSidang, idan iAlat iPerlengkapan iSidang 

iPengadilan. iPasal i293 iKUHP iNasional imenentukan: 

“(1) iSetiap iOrang iyang imerusak igedung ipengadilan, iRuang isidang 

ipengadilan, iatau ialat iperlengkapan isidang ipengadilan iyang 

imengakibatkan ihakim itidak idapat imenyelenggarakan isidang 

ipengadilan, idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i4 i(empat) 

iTahun. i 

(2) iJika iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(l) idilakukan ipada 

isaat isidang ipengadilan isedang iberlangsung iyang imenyebabkan isidang 

ipengadilan itidak idapat idilanjutkan, idipidana idengan ipidana ipenjara 

ipaling ilama i5 i(lima) iTahun. 

(3) iJika iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) imengakibatkan 

iaparat ipenegak ihukum iyang isedang imenjalankan itugasnya iatau isaksi 

isaat imemberikan iketerangannya imengalami iLuka iBerat, idipidana 

idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i12 i(dua ibelas) iTahun. i 

(4) iJika iTindak iPidana isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) imengakibatkan 

imatinya iaparat ipenegak ihukum iyang isedang imenjalankan itugasnya iatau 

isaksi isaat imemberikan iketerangannya, idipidana idengan ipidana ipenjara 

ipaling ilama i15 i(lima ibelas) iTahun.” 

 

Rangkaian ipasal-pasal iini imenunjukkan ikomitmen iKitab iUndang-Undang iHukum 

iPidana i(KUHP) iNasional iuntuk imelindungi iintegritas idan ikelancaran iproses 

iperadilan, imeskipun iistilah ipenghinaan iterhadap ipengadilan itidak idigunakan isecara 

ieksplisit isebagai isatu ibab itunggal. 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE iPENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan iMasalah 

Soerjono iSoekanto idan iSri iMamudji imenerangkan isuatu ipenelitian iilmiah imemiliki 

iidentitas imasing-masing. iPenelitian ihukum idapat i idilakukan idengan icara imencari 

ibahan-bahan ireferensi ikepustakaan idan iberbagai ibahan ilainnya.44
 iPenelitian iini 

imenggunakan idua ijenis ipendekatan: iPendekatan iYuridis iNormatif idan iPendekatan 

iYuridis iEmpiris. iPendekatan iYuridis iNormatif ididasarkan ipada ipenelaahan ibahan 

ihukum iutama, iberfokus ipada iaspek iteoritis iatau inormatif iseperti iperaturan 

iperundang-undangan, iasas-asas ihukum, idan ikonsepsi ihukum, iyang irelevan isecara 

ierat idengan iisu ipenegakan ihukum ipidana iterhadap iAdvokat ipelaku ipenghinaan 

iterhadap ipengadilan. iSementara iitu, iPendekatan iYuridis iEmpiris imelengkapi 

ipenelitian idengan icara imenggali iinformasi idan imengadakan ipenelitian ilangsung idi 

ilapangan i(empiris) iguna imendapatkan ipemahaman iyang ilebih imendalam imengenai 

ipermasalahan-permasalahan iyang iakan iditeliti. 

 

B. Sumber idan iJenis iData 

Sumber idata ipenelitian iyang idiperoleh idan idigunakan idalam ipenulisan iini iadalah 

idata isekunder, iprimer, idan itersier iyaitu imerupakan idata iyang idiperoleh idari 

ipenelusuran ibahan ipustaka imelalui isumber idari iperaturan iperudang-undangan, 

ibuku-buku, idokumen iresmi, ipublikasi, iartikel, imedia imassa, idan ihasil ipenelitian.45
 

iBerikut imerupakan isumber idata ipenelitian, iantara ilain; 

1. Bahan ihukum iprimer iadalah isumber ihukum iyang imemiliki ikekuatan ihukum 

iyang imengikat idan idiakui isecara iresmi ioleh inegara, iterdiri idari: 

a. Undang-Undang iNomor i1 iTahun i1946 itentang iKitab iUndang-Undang 

 
44

 iSoerjono iSoekanto idan iSri iMamudji, iPenelitian iHukum iNormatif: iSuatu iTinjauan iSingkat 

i(Jakarta: iRajaGrafindo iPersada, i2001), ihlm. i1–2. 
45

 iAli iZainuddin, iMetode iPenelitian iHukum i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2009), ihlm. i176. 
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iHukum iPidana; 

b. Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1981 itentang iKitab iUndang-Undang 

iHukum iAcara iPidana; 

c. Undang-Undang iNomor i14 iTahun i1985 itentang iMahkamah iAgung; 

d. Undang-Undang iNomor i25 iTahun i2000 itentang iProgram iPembangunan 

iNasional; 

e. Undang-Undang iNomor i18 iTahun i2003 itentang iAdvokat: 

f. Undang-Undang iNomor i48 iTahun i2009 itentang iKekuasaan iKehakiman; 

g. Undang-Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang 

iHukum iPidana; i 

h. Peraturan iMahkamah iAgung iNomor i6 iTahun i2020 itentang iProtokol 

iPersidangan idan iKeamanan idalam iLingkungan iPeradilan. 

2. Bahan ihukum isekunder iadalah isumber ihukum iyang itidak imemiliki ikekuatan 

imengikat isecara ihukum, itetapi iberfungsi isebagai ipenjelas, ianalisis, iatau iinterpretasi 

iterhadap ibahan ihukum iprimer, iterdiri idari: 

a. Jurnal iIlmiah 

b. Artikel iIlmiah 

c. Putusan iHakim i(Putusan iNomor i1050/Pid.B/2019/PN iJkt.Pst.) 

 

3. Bahan ihukum itersier iadalah isumber ihukum iyang ibersifat ipenunjang idan itidak 

imemiliki ikekuatan imengikat isecara ihukum, iterdiri idari: 

a. Kamus iBesar iBahasa iIndonesia; 

b. Kamus iBahasa iInggris; 

c. Kamus iBahasa iHukum; 

d. Majalah; idan 

e. Media iMassa. 

 

C. Penentuan iNarasumber 

Identifikasi isumber isangat ipenting iguna ipenyelidikan iini. idi idalam ipenelitian iini, 

ipenentuan isumber idaya iindividu ididasarkan ipada iobjek ipenelitian iyang imemahami 

imasalah, ipunya idata, iserta ibersedia imenyediakan idata. iWawancara idengan 

iinforman idilaksanakan iguna imemperoleh idata iutama idi idalam ipenelitian iini. 

iNarasumber iyang idiikutsertakan idalam ipenelitian iini iyaitu: 

1.  Jaksa ipada iKejaksaan iNegeri iTanjung iPerak : 1 iOrang 

2.  Hakim ipada iPengadilan iNegeri iGedong iTataan : 1 iOrang 

3.  Advokat ipada iRHS i& iPartners i : 1 iOrang 

4.  Dewan iKehormatan iDaerah iDPC iPeradi iBandar iLampung : 1 iOrang i i 
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5.  Dosen iBagian iHukum iPidana iFakultas iHukum iUniversitas 

iLampung 

: 1 iOrang i i+ 

 

i 
Jumlah : 5 iOrang 

 

D. Prosedur iPengumpulan idan iPengolahan iData 

1. Prosedur i ipengumpulan idata iyang idipakai idi idalam ipenelitian iini iyakni: 

a. Studi iKepustakaan 

Studi ipustaka iyakni imetode iguna imemperoleh idata isekunder iyang ipada 

ipenelitian iini idilaksanakan imelalui ibuku, iundang-undang, ijurnal, iinternet 

iserta ibahan ilainnya iyang iberhubungan idengan imasalah iyang iditeliti. 

b. Studi iLapangan 

Studi ilapangan itermasuk isarana ipengumpulan idata iprimer idari iresponden 

imelalui iwawancara iterbuka. iPenulis isudah imengembangkan ipeta ijalan iguna 

itopik iutama iperdebatan iyang ihendak idipertanyakan. iStrategi iini idipakai iagar 

iresponden ibebas imengirimkan ibalasan isebagai ideskripsi. 

 

2. Pengolahan iData 

Pengolahan idata iialah ikegiatan iguna imendapatkan idata iringkasan iyang isudah 

ididapatkan idari istudi ikepustakaan iserta istudi ilapangan. iKemudian idata itersebut 

idiolah imelalui ilangkah-langkah iyakni: 

1. Pemilihan idata, itermasuk iupaya ipengecekan ikembali ikelengkapan, 

ikejelasan, iserta ikebenaran idata, iditentukan ioleh itopik ipenelitian iyang 

idiselidiki. i 

2. Kategorisasi idata, iyaitu ipenyusunan idata imenurut ipengelompokan iyang 

iditentukan iguna imemperoleh idata iyang irelevan iserta ibenar iguna idianalisis 

ilebih ilanjut. i 

3. Sistematisasi idata, iataupun itindakan imenyusun iserta imerakit idata iyang 

isaling iterkait, imenyatu, iserta iterintegrasi idi idalam isub-topik iguna imembantu 

iinterpretasi idata. 

 

E. Analisis iData 

Analisis idata imenurut iMiles iand iHuberman, imengemukakan ibahwa idalam ianalisis 

idata ikualitatif, iprosesnya idilakukan isecara iinteraktif idan iberkelanjutan ihingga 

imencapai ititik ipenyelesaian, iyang imengarah ipada ikejenuhan idata. iKejenuhan idata 

iini iterjadi iketika itidak iada ilagi iinformasi ibaru iyang idapat idiperoleh. iTahapan 
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idalam ianalisis imeliputi ipenyaringan idan ipemilihan idata iyang irelevan i(data 

ireduction), ipenyajian iinformasi isecara isistematis i(data idisplay), iserta iproses 

ipenarikan ikesimpulan idan iverifikasi i(conclusion idrawing/verification).46
 iSejalan 

idengan imetodologi itersebut, idata iyang iterkumpul iakan idianalisis imenggunakan 

imetode ipenafsiran ihukum. iIni imelibatkan ipengamatan iperaturan iperundang-

undangan iyang i telah i didapat i dan i menghubungkan i data i tersebut i sesuai 

i dengan i ketentuan imaupun iasas ihukum iyang iberhubungan idengan ipermasalahan 

iyang iakan iditeliti. iMetode iinteraktif ibertujuan iuntuk imelibatkan inarasumber iguna 

imengetahui ipenerapan iasas idalam iundang-undang. iBahan ihukum idan idata 

ipenelitian iini ikemudian iakan idiuraikan idalam ikalimat idan ipembahasan iyang 

idisusun isecara isistematis, isehingga idapat idiperoleh igambaran iyang ijelas iserta 

ibermuara ipada iakhir ikesimpulan iyang ijelas idan iterang. 

 

  

 
46

 iZuchri iAbdussamad, iMetode iPenelitian iKualitatif i(Makassar: iSyakir iMedia iPress, i2021), ihlm. 

i176. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan i 

Berdasarkan ipembahasan itersebut idi iatas, imaka ipenulis imerumuskan isimpulan 

isebagai iberikut: 

1. Penegakan ihukum ipidana ipelaku iPenghinaan iterhadap iPengadilan i ioleh 

iAdvokat ipada itahap iaplikasi iyaitu ioleh iKepolisian, iKejaksaan idan iPengadilan. 

iBerdasarkan iperspektif iHakim, iJaksa, idan iAdvokat, ipenindakan ipidana 

iterhadap itindak ipidana iPenghinaan iterhadap iPengadilan ioleh iAdvokat idi 

iIndonesia iterhambat ioleh ikonflik imendasar iantara iwibawa iinstitusi iperadilan 

i(yang idiprioritaskan iHakim) idan ihak iimunitas iprofesional i(yang 

idiperjuangkan iAdvokat), iyang idiintensifkan ioleh ikekosongan ihukum imaterial 

iyang iparah. iKetiadaan iUndang-Undang iPenghinaan iterhadap iPengadilan 

iyang itunggal idan ispesifik imemaksa iJaksa imelakukan ikonstruksi ihukum iyang 

irumit imenggunakan iKUHP iyang iusang idan imembuat iHakim ikehilangan 

ikewenangan isanksi ilangsung i(summary ipower). iKondisi iini imenciptakan 

iketidakpastian ihukum idalam imenentukan ibatas i"itikad ibaik" iAdvokat idan 

imenghasilkan idisparitas iputusan iyang itinggi, isementara ikegagalan iDewan 

iKehormatan idalam ipenegakan ietik iyang itegas isemakin imembebani ijalur 

ipidana, isehingga iintegritas iperadilan iterancam ioleh iperilaku iAdvokat iyang 

imelanggar ibatas. iKonflik imultidimensional iini imenegaskan ibahwa iintegritas 

iperadilan idi iIndonesia iberada idalam irisiko iserius, idi imana ikelemahan ilegislasi 

iberimbas ilangsung ipada ipraktik ipenegakan ihukum. iKetiadaan ilandasan 

ihukum iyang ikokoh, iditambah idengan itekanan isosiologis iberupa 

iketidakpercayaan ipublik idan ibudaya ikonfrontatif, imenciptakan ilingkungan 

iyang ipermisif idi imana iAdvokat ipelaku ipenghinaan iterhadap ipengadilan 

icenderung ilolos idari ipertanggungjawaban ipidana iyang iproporsional. 

iAkibatnya, isistem iperadilan igagal imenghasilkan iefek ijera i(deterrent ieffect) 
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iyang iefektif, imemperburuk iketegangan iantar-profesi, idan isecara ikolektif 

imerusak ifondasi isupremasi ihukum i(rule iof ilaw) iyang iseharusnya idijunjung 

itinggi ioleh isemua iaparat ipenegak ihukum. 

2. Faktor iPenghambat ipenegakan ihukum iterdiri idari ilima ifaktor ipenghambat 

i(Hukum, iPenegak iHukum, iSarana, iMasyarakat, idan iKebudayaan), iFaktor 

iHukum imenjadi ihambatan ifundamental ikarena iketiadaan iUndang-Undang 

iPenghinaan iterhadap iPengadilan iyang ispesifik, isehingga imenciptakan ikonflik 

itak iterpecahkan idengan ihak iimunitas iAdvokat; iFaktor iPenegak iHukum 

iterwujud idalam idilema iHakim iyang ikehilangan ikewenangan isanksi ilangsung 

i(summary ipower) idan ikekhawatiran iJaksa iakan ikriminalisasi iprofesi; iFaktor 

iSarana idan iPrasarana imembatasi ipembuktian ikarena iminimnya irekaman 

iaudio-visual idan idigital iforensik; iFaktor iMasyarakat imemperburuk ikeadaan 

imelalui irendahnya ikepercayaan ipublik iyang icenderung imendukung iAdvokat 

ipelaku; idan iFaktor iKebudayaan imelanggengkan iperilaku itersebut ikarena 

iinterpretasi iofficium inobile iyang ikeliru isebagai ikekebalan idan ibudaya 

ikonfrontatif iyang ipermisif. 

B. Saran 

Berdasarkan isimpulan itersebut, isaran ipenulis iyang idapat idisampaikan isebagai 

iberikut: 

1. Dalam irangka imemperkuat ipenegakan ihukum ipada itataran iformulasi, 

idisarankan iagar iPresiden idan iDewan iPerwakilan iRakyat i(DPR) isegera 

imerumuskan iUndang-Undang ikhusus imengenai iPenghinaan iterhadap 

iPengadilan idengan iketentuan iyang ijelas idan ilengkap. iUndang-Undang iini 

isebaiknya imengatur isecara irinci ikapan ihak ikekebalan ipengacara i(imunitas) 

idapat idicabut, imisalnya ijika itindakan imereka, iseperti imenghina iatau 

imemfitnah, iterbukti idilakukan idengan isengaja i(mens irea) idan itidak iterkait 

idengan iupaya ipembelaan iterhadap iklien. 

2. Diharapkan iagar ihakim idiberikan ikewenangan iuntuk imenjatuhkan isanksi 

iawal i(summary ipower) iyang iterukur idan iproporsional, imisalnya idengan 

imemerintahkan ipenahanan isementara iatau idenda ilangsung idi iruang isidang. 

iKewenangan iini idiatur imelalui iUU iPenghinaan iterhadap iPengadilan iguna 

imemastikan iefek ijera idapat isegera idirasakan i(in ifacie icuriae).
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iTata iNegara idan iAdministrasi iNegara iIndonesia. 

ihttp://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf i(diakses 

itanggal i18-Februari-2018, iPukul i18.46 iWIB) 

https://kumparan.com/kumparannews/eks-pengacara-tomy-winata-divonis-6-

bulan-penjara-karena-pukul-2-hakim-

1sSfAJ3J6Cu#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20

%28PN%29%20Jakarta%20Pusat%2C%20menjatuhkan,Jakpus%2C%20

Sunarso%20dan%20Duta%20Baskara%2C%20dengan%20ikat%20pingg

ang. i(Diakses ipada i1 iMaret i2025) 

https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-

oiwobo-tak-bisa-praktik-di-

pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-

%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,

Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acar

a%20Sumpah%20Advokat. i(Diakses ipada i1 iMaret i2025) 
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